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ABSTRAK 

PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM MENENTUKAN 

BESARAN BIAYA NAFKAH MUT’AH, IDDAH, MAD}IYAH  SUAMI 

TERHADAP ISTRI YANG DICERAI  

 (Studi Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt) 

Eva Dwi Yulianti 

NIM:2017302014 

 

Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Negeri (UIN) Prof.KH. 

Saifuddin Zuhri Purwokerto 

Pemberian nafkah pasca perceraian adalah kewajiban yang harus dipenuhi 

oleh suami kepada mantan istrinya, seperti halnya dalam isi putusan Pengadilan 

Agama Purwokerto Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt ini terdapat gugatan 

rekonvensi yang didalamnya berisi tentang beberapa tuntutan hak nafkah yang 

harus dipenuhi suami terhadap istri karena telah menceraikannya. Terkait jumlah 
nominal yang dituntut tersebut nyatanya tidak disanggupi suami karena merasa 

keberatan dengan besaran nominalnya. Oleh karna itu, hakim Pengadilan Agama 

Purwokerto pada saat persidangan melakukan beberapa pertimbangan dan juga 

metode guna untuk mencari titik tengah agar tercapainya kesepakatan yang 

mufakat untuk kedua belah pihak. 

Penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian pustaka (library 

research). Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan case approach 

yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-

kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan 

pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Data ini diperoleh dari hasil 

kepustakaan dan wawancara, analisis penulis yakni menggunakan metode 

deskriptif analitik. Terlebih dahulu akan digambarkan mengenai data-data yang 

berkaitan dengan perkara tersebut, kemudian dari data tersebut penulis 

menganalisis berkenaan dengan hal yang dapat menjadi pertimbangan hakim 

serta metode yang digunakan hakim dalam menetapkan jumlah nafkah pada 

putusan tersebut sehingga nantinya akan mudah untuk dipahami.  

Penelitian ini menunjukan bahwa dalam penentuan jumlah nafkah idda>h, 

mut‟ah, mad}iyah, dalam Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt. Hakim tidak 
serta merta langsung menetapkan jumlah  nominalnya atas kehendak tuntutan 

balik istri (gugatan rekonvensi), melainkan hakim melihat dari jumlah gaji, 

keadaan, kemampuan baik kemampuan aktual maupun kemampuan potensial, 

serta tanggungan hidup suami. Adapun metode yang dipakai hakim ada beberapa 

asas yakni asas kemampuan serta asas kepatutan dan kelayakan, hal tersebut 

juga ditambahkan dengan melihat apakah istri tersebut nusyuz atau tidak 

sehingga nantinya dalam pemberian nafkah tidak akan terhambat ataupun 

terhalang. 

Kata kunci: Nafkah, Idda>h, Mut’ah, Mad}iyah, Pasca Perceraian. 
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MOTTO 

 

 

“Alloh SWT tidak akan membebani seorang hamba melainkan sesuai dengan 

kemampuannya” 

(Al-Qur‟an Surah Al-Baqarah:286) 

 

“Orang lain gak akan bisa paham struggle dan masa sulitnya kita, yang mereka 

ingin tahu hanya succes stories. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun gak ada 

yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa 

yang kita perjuangkan hari ini, tetaplah berjuang sayang.” 

 

“Alloh memberi beban yang luar biasa tetapi Alloh memberikan hasil yang diluar 

dugaan kita” 
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SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa 

mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di 

hari akhir nanti. 
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juga memberikan arahan kepada penulis agar bisa semangat dalam 

menyelesaikan pendidikan sampai sarjana. 

5. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Muhammad 
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PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 

tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan 

beberapa penyesuaian menjadi berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba B Be ب

 ta T Te ت

 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 jim J Je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 kha Kh ka dan ha خ

 dal D De د

 żal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 ra R Er ر

 za Z Zet ز



 

x 

 sin S Es س

 syin Sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain …. „…. koma terbalik keatas„ ع

 gain G Ge غ

 fa F Ef ف

 qaf Q Ki ق

 kaf K Ka ك

 lam L El ل

 mim M Em م

 nun N En ن

 wawu W We و

 ha H Ha ه

 hamzah ' Apostrof ء



 

xi 

 ya Y Ye ي

 

2. Vokal 

1) Vokal tunggal (monoftong) 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf latin Nama 

 fatḥah A A 

 Kasrah I I 

 ḍamah U U 

 

Contoh: ََكَتَب -kataba   َيَذْهَب - yażhabu 

ئلََِ   fa„ala- فَعَلََ    su'ila –س 

2) Vokal rangkap (diftong)  

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 

Tanda dan 

Huruf 

Nama Gabungan 

Huruf 

Nama 

 Fatḥah dan ya Ai a dan i يْْ

 Fatḥah dan وْْ

wawu 

Au a dan u 

 Contoh: َْكَيْف - kaifa   َْهَوْل – haula 

 

  َ 

  َ   َ 

  َ  

  َ  



 

xii 

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Tanda dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

 

 ...ا…
fatḥah dan alif 

 

Ā 

a dan garis di 

atas 

 .…يْْ

 

Kasrah dan ya 

 

Ī 

i dan garis di 

atas 

 

وْ-----  

ḍamah dan 

wawu 

 

Ū 

u dan garis di 

atas 

 

Contoh: 

الَْقَْ  - qāla   َْقِيْل - qīla 

 yaqūlu – يقول   ramā -رَمى

4. Ta Marbūṭah 

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua: 

1) Ta  marbūṭah hidup 

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan ḥarakatfatḥah, kasrah dan 

ḍammah, transliterasinya adalah /t/. 

2) Ta marbūṭah mati 

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat ḥarakat sukun, transliterasinya 

adalah /h/. 

  َ 

  َ  َ  
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3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamarbūṭah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah 

maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan  dengan ha (h). 

contoh: 

 Rauḍah al-Aṭfāl روضة الأ طفال

 al-Madīnah al-Munawwarah المدينة المنورة

 Ṭalḥah طلحة

 

5. Syaddah (tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda 

syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan 

huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

 rabbanā -ربّناْ

ل  nazzala –نزَّ

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata 

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti 

huruf qamariyyah. 
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1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsyiyyah, kata sandang yang 

diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, 

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung 

mengikuti kata sandang itu. 

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah, ditransliterasikan sesuai 

dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.  

Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda 

sambung atau hubung. 

Contoh: 

 al-rajulu - الرجل

 al-qalamu -   القلم

7. Hamzah 

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. 

Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak 

di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 

Hamzah di awal اكل Akala 

Hamzah di tengah تأخذون ta‟khuz|ūna 

Hamzah di akhir النّوء an-nau‟u 
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8. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‟il, isim maupun huruf, ditulis 

terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang 

sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat 

dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan 

dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis 

memilih penulisan kata ini dengan perkata. 

Contoh: 

 wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn  : وان الله لهو خيرالرازقين

 fa aufū al-kaila waal-mīzan :  فاوفوا الكيل والميزان

9. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital 

digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal 

kata sandang. 

Contoh:   

 .Wa māMuḥammadun illā rasūl ومامحد الا رسو ل

 Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn ولقد راه بالافق المبين
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada era globalisasi saat ini, terdapat aneka macam kontroversi yang 

bermunculan, seperti yang biasa terjadi pada problem pernikahan. Saat ini 

banyak terjadi konflik perceraian terutama problem cerai talak dan cerai gugat, 

sebagai akibatnya sering terjadi masalah perceraian yang berakhir dengan 

perselisihan tentang nafkah, mut‟ah, iddāh, mad}iyah. Perkawinan mempunyai 

akibat aturan, dan perkawinan juga terdapat konvensi bahwa keduanya akan 

saling menerima hak dan kewajiban satu sama lain. 

Tujuan utama pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang 

bahagia dan langgeng. Untuk mencapai tujuan tersebut, penting bagi laki-laki 

dan perempuan untuk saling mendukung dan melengkapi sehingga mereka 

dapat berbagi aspek unik dari kepribadian mereka, dengan tujuan mencapai 

kesejahteraan bersama, baik secara mental maupun materi. Bagian 2 KHI 

menyebutkan bahwa dalam hukum Islam, perkawinan adalah suatu akad kuat 

yang disebut mitsaqan ghalidzan, yang dilakukan dengan niat untuk menaati 

perintah Allah. Pasal 3 KHI (Kompilasi Hukum Islam) juga menyatakan 

bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang 

rukun, penuh cinta kasih dan keberkahan (sakinah mawadah dan rahmah).
1
 

Menurut Abdul Ghofur Anshor dikutip dari buku yang berjudul 

                                                             
1
 Zaeni Asyhadie, Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia, Rajawali Pers, 

(Depok: PT Raja Grafindo Persada: 2020) hlm.55 
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Hukum Perceraian milik Muhammad Syarifuddin menjelaskan, bahwasannya 

dalam kehidupan rumah tangga, tidak jarang kedua belah pihak (pasangan) 

mengadu dan mengeluh kepada orang lain atau keluarganya, karena tidak 

terpenuhinya hak yang diperolehnya atau tidak menunaikan tanggung 

jawabnya, antar pihak atau karena alasan lain yang dapat menimbulkan 

perselisihan di antara para pihak (pasangan). Bukan tidak mungkin 

pertengkaran menjadi salah satu sebab dari sebuah kehancuran suatu rumah 

tangga.
2
 

Tingkat perceraian di Indonesia mencapai angka tertinggi dalam 6 

tahun terakhir tercatat pada tahun 2021. Jumlah ini mencapai 388.358 kasus 

atau mencakup sekitar 75,21% dari total jumlah kasus perceraian di Indonesia 

pada tahun sebelumnya. Sedangkan sebanyak 127.986 kasus atau sekitar 

24,78% perceraian terjadi karena talak. Berdasarkan data provinsi, angka 

perceraian tertinggi pada tahun 2022 tercatat di Jawa Barat mencapai 113.643 

kasus, disusul Jawa Timur dan Jawa Tengah masing-masing 102.065 kasus 

dan 85.412 kasus. Lima provinsi juga melaporkan penurunan angka perceraian 

pada tahun 2022, yaitu Kepulauan Riau, Bali, Kalimantan Utara, Sulawesi 

Barat, dan Papua Barat. Laporan tersebut juga memperkirakan akan terjadi 

448.126 perceraian di Indonesia pada tahun 2022 karena berbagai alasan. 

Penyebab utama perceraian pada tahun 2022 adalah perselisihan dan 

pertengkaran, sebanyak 284 kasus atau setara dengan sekitar 63,41% dari total 

alasan perceraian secara nasional. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, 
                                                             

2
 Muhammad Syarifuddin, dkk, Hukum Perceraian,Remaja Sodakary, ( Jakarta: Sinar 

Grafika:2013) hlm.5 
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jumlah kasus perceraian di Indonesia pada tahun 2022 meningkat sebesar 

15,31% dibandingkan tahun 2021, mencapai total 516.334 kasus dibandingkan 

sebelumnya 447.743 kasus.
3
  

Sedangkan berdasarkan data Pengadilan Agama Purwokerto pada 

tahun 2022, terdapat 708 perkara talak yang diterima dan 2.099 perkara cerai 

gugat. Sedangkan pada tahun 2021, tercatat 718 perkara talak talak yang 

diterima dan 2.077 perkara cerai gugat yang diterima. Total kasus perceraian 

dan perceraian pada tahun 2022 sebanyak 2.807 kasus, dibandingkan pada 

tahun 2021 sebanyak 2.795 kasus. Data menunjukkan pada tahun 2022, 

jumlah kasus perceraian meningkat sebanyak 12 kasus dibandingkan tahun 

2021.
4
 

Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt 

berkaitan dengan hak perempuan setelah adanya kasus cerai talak, akibat 

perceraian, dalam putusan tersebut terdapat kasus yakni tentang permasalahan 

pertengkaran dan perselisihan. Pada awalnya keluarga Pemohon dan 

Termohon hidup rukun dan rukun sebagaimana rumah tangga pada umumnya, 

Namun sejak tahun 2010, perkawinan antara Pemohon dan Termohon mulai 

memburuk dan timbul konflik serta pertengkaran terus-menerus karena 

Termohon tidak mempercayai Pemohon, Termohon tidak mau hidup 

sederhana dan Termohon tidak menghargai juga menghormati Pemohon 

                                                             
3
Cindia Mutia Annur, Jumlah Kasus Perceraian di Indonesia, Diakses dari 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/02/bukan-jakarta-ini-provinsi-dengan-kasus-

perceraian-tertinggi-di-indonesia-pada-2022  pada tanggal 2 Juni 2023, Pukul 20.00 WIB. 
4
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan, Diakses dari https://www.pa 

purwokerto.go.id/transparansi/laporan/laporan-tahunan Pada Tanggal 2 Juni 2023, Pukul 21.03 

WIB. 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/02/bukan-jakarta-ini-provinsi-dengan-kasus-perceraian-tertinggi-di-indonesia-pada-2022
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/02/bukan-jakarta-ini-provinsi-dengan-kasus-perceraian-tertinggi-di-indonesia-pada-2022
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sebagai suami.  

Bahwa puncaknya awal September 2022 terjadi percekcokan dan 

pertengkaran yang benar-benar menyakiti hati Pemohon sehingga Pemohon 

menjatuhkan permohonan dalam putusan ini. Penggugat sudah sampai pada 

titik di mana ia merasa tidak dapat melanjutkan hubungan perkawinan dengan 

tergugat. Oleh karena itu, penggugat memutuskan untuk melakukan 

permohonan cerai ke Pengadilan Agama Purwokerto. Pada kasus ini hakim 

Pengadilan Agama Purwokerto mengabulkan Gugatan yang dijatuhkan pihak 

suami atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. 
5
 

Dalam putusan sidang perceraian tersebut, sang istri mengajukan 

tuntutan atas haknya pada permohonan nafkah idda>h istri menuntut haknya 

selama tiga bulan sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) 

selama tiga bulan berturut-turut, mengenai nafkah mut‟ah istri menuntut 

menuntut sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dan untuk nafkah 

mad}iyah ataupun nafkah lampau istri menuntut nafkah sebesar nominal Rp. 

2.000.000 (dua juta rupiah) terhitung sejak bulan November tahun 2020 

sampai dijatuhkannya talak ini.  

Berkenaan dengan jumlah nominal nafkah yang di jatuhkan oleh istri 

ternyata tidak disanggupi oleh pihak suami, Sebab, menurut sang suami  

jumlahnya kebanyakan juga tak ada kesepakatan antara keduanya tentang 

besaran nominalnya. Oleh karena itu, permasalahan tersebut kemudian dirujuk 

ke majelis hakim Pengadilan Agama Purwokerto untuk menentukan besaran 

                                                             
5 Salinan Putusan Nomor: 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt, hlm.3. 
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nominal yang harus diberikan. Setelah berijtihad, ketentuan jumlah nominal 

nafkah yang dijatuhkan Termohon (istri) kepada Pemohon (suami) nyatanya 

kurang pas dengan keadaan penghasilan ekonomi Pemohon (suami), 

dikarenakan Pemohon hanya bekerja sebagai Karyawan BUMN  Kereta Api 

Persero dengan penghasilan bersih sebesar Rp.5.023.477, maka dari itu 

penentuan jumlah idda>h yang harus diberikan oleh suami terhadap termohon 

yakni Rp. 1.500.000 x 3 bulan dengan total nominal Rp. 4.500.000. Nafkah 

mut‟ah sejumlah Rp. 10.000.000. Nafkah mad}iyah sejumlah Rp. 8.000.000.
6
 

Dalam membuat keputusan, hakim harus memuat idée desrecht, yang 

meliputi tiga unsur, yaitu: keadilan (gerechtigkeit), kepastian hukum 

(rechtsicherheit) dan kemanfaatan (zwechmassigkeit). Ketiga unsur tersebut 

harus dipertimbangkan dan diterapkan secara proporsional.
7
 Adapun 

penerapan keadilan dalam putusan, yaitu harus didasarkan pada prinsip-prinsip 

yang dapat dipertangung jawabkan, baik secara intuitif maupun rasional. 

Penekanan pada asas kemanfaatan disini lebih bernuansa kepada segi 

ekonomi, dengan dasar pemikiran bahwa hukum itu ada untuk manusia, 

sehingga tujuan hukum itu harus berguna bagi masyarakat.
8
 

Dalam  melakukan ijtiha>d untuk mengetahui usut perkara-perkara 

tertentu, khususnya yang berkaitan dengan perceraian karna talak, hakim 

wajib menentukan besarnya tunjangan idda>h, mut'ah, mad}iyah yang harus 

                                                             
6 Salinan Putusan Nomor: 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt, hlm 7. 
7 Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti 

dan Berkeadilan, UIIS Press, (Yogyakarta, 2006), hlm. 6 
8
 Ahmad Rifa‟i, Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar 

Grafika, (Jakarta, 2011), hlm.135 
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dibayarkan suami kepada istri karena telah diceraikan. Selain itu hakim juga 

bertugas mengatur perjanjian yang berkaitan dengan pemeliharaan tersebut, 

hakim mengacu pada KHI dan surat At-Thalla>q yang berkenaan dengan 

masalah thalaq dan nafkah yang wajib diterima oleh istri pasca perceraian 

yang dijatuhkan oleh suami. Dengan demikian, sekalipun istri mempunyai 

tuntutan, hakim tetap dapat menentukan besaran kewajiban suami yang harus 

dilakukan guna untuk mencapai keadilan, yaitu menjamin hak-hak dan 

kehidupan isteri setelah perceraian, atas dasar keadilan bagi keduanya. Hakim 

sebagai judge made law dan sebagai penjelmaan dari hukum juga memiliki 

kewajiban bukan hanya ditujukan dalam melaksanakan fungsi peradilan 

semata, namun lebih jauh, hakim dituntut dapat menyelesaikan problematika 

sosial, sehingga hakim harus mendengar rasa keadilan yang disuarakan oleh 

masyarakat.
9
 

Sesuai dengan paparan di atas, penulis dalam penelitian ini ingin 

melaksakan pengkajian lebih dalam mengenai besarnya tunjangan yang harus 

dibayarkan suami kepada istri yang diceraikan. Oleh sebab itu, penulis 

nantinya akan melaksanakan pengkajian lebih mendalam berkaitan dengan 

tema yang berjudul “PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM 

MENENTUKAN BESARAN BIAYA NAFKAH MUT‟AH, IDDAH, 

MAD}IYAH SUAMI KEPADA ISTRI YANG DICERAI (Studi Putusan 

Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt). 

                                                             
9
 Ahmad Rifa‟i, Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar 

Grafika, (Jakarta, 2011), hlm.xii 
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B. Definisi Operasional 

Definisi fungsional atau biasa disebut definisi operasional merupakan 

penjelasan makna suatu istilah yang menggambarkan kegiatan penelitian yang 

dilakukan. Definisi operasional diperlukan untuk menetralisir pemahaman 

yang berbeda di antara peneliti yang dikaji penulis dan pembaca yang lain. 

Untuk menghindari ambigualitas, definisi operasional digabungkan menjadi 

satu studi. Dengan argumen ini, definisi operasional dari variabel penelitian 

digunakan dalam penelitian ini. 

Kata “thalaq” dalam hukum Islam atau fiqh berarti “perceraian”. Kata 

“thalaq” berasal dari kata dasar “thallaqa” yang berarti “hillu al qayyidi al 

irsa” dan “al tarqi atau fakka” yang berarti “melepaskan ikatan”. Syaikh 

Ibrahim al-Badjuri mengartikan talak sebagai pelepasan ikatan perkawinan 

secara penuh makna dan sukarela. Jika terjadi perceraian, laki-laki boleh 

mempunyai kewajiban menurut hukum Islam setelah talak kepada istrinya 

seperti:
10

 

1. Nafkah  

Nafkah ialah semua biaya yang dikeluarkan atau dihabiskan oleh 

seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka termasuk dalam tiga 

kategori yakni seperti pakaian, makanan, serta sandang dan papan.
11

 

2. Mut‟ah 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mut‟ah adalah pemberian 

                                                             
10

 Ali Imron, Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga, Jurnal Buana 

Gender, Vol. 1 No. 1, 2016, hlm. 20 
11

 Isniyatin Faizah, Nafkah Sebuah Konsekuensi Logis dari Pernikahan, The Indonesian 

Journal of Islamic Law and Civil Law, Vol. 1 No. 1, 2020, hlm. 74 
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berupa uang atau barang yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada mantan 

istrinya sebagai hiburan setelah terjadinya perceraian. Dalam konteks istilah 

fiqh, mut'ah adalah pemberian yang diberikan oleh suami kepada istrinya 

setelah terjadinya perceraian.
12

 

3. Nafkah Idda>h 

Seorang wanita yang telah diceraikan suaminya tetap mempertahankan 

hak mantan suaminya selama masa idda>h, karena ia tidak dapat kawin lagi 

dengan laki-laki lain, maka bentuk hak menerima itu tidak tergantung pada 

lamanya waktu yang telah dilaluinya, tetapi tergantung pada bentuk talak yang 

dialami. Sedangkan Idda>h adalah masa tunggu yang dialami seorang wanita, 

dimana dia tidak boleh menikah. Masa tunggu ini terjadi jika terjadi perceraian 

atau kematian, kadang dihitung menurut perhitungan aqra, beberapa bulan 

atau sampai melahirkan. Tujuannya untuk mengetahui kekosongan rahim 

akibat kehamilan, ibadah, atau kematian pasangan yang ditinggal mati.
13

 

4. Mad}iyah 

Mad}iyah merupakan suatu kehidupan yang bersifat lampau dan tidak 

selalu dikaitkan dengan taklik talak, Dalam hal ini, istri dapat meminta 

tunjangan ketika suami mengajukan cerai dengan menggugat pengadilan untuk 

mendapatkan penggantian.
14

 

                                                             
12

 Rusdi Riski Lubis, Penerapan Nafkah Mut‟ah Pada Perkara Cerai Talak Qobla Dukhul, 

Jurnal Ilmu Syariah, Vol.3 No. 2, 2015. hlm. 243-245 
13

 Husnul Khitam, Nafkah Idda>h Perspektif Hukum Islam, Jurnal Az-Zarqa, Vol. 12 No. 2, 

2020, hlm. 195 
14

 Riyan Ramdani, Penentuan Besaran Nafkah Mad}hiyah, Nafkah Idda>h, Mut‟ah Dalam 

Perkara Perceraian di Pengadilan Agama, Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol.15 No 1, 2021, 

hlm.43 
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C. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah bertitik tolak dari latar belakang diatas yang dapat 

diurumuskan dalam beberapa pokok permasalahan yang juga merupakan 

sentral pembahasan dalam masalah ini, adalah: 

1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan besaran biaya 

nafkah idda>h, mut‟ah, mad}iyah suami terhadap istri yang dicerai pada Cerai 

Talak Perkara Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA. Pwt.? 

2. Apa saja metode dan landasan yang digunakan hakim dalam menentukan 

jumlah nafkah idda>h, mut‟ah, mad}iyah pada isri pasca perceraian? 

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, ada tujuan serta manfaat dari 

penelitian ini, yaitu: 

1. Tujuan penelitian: 

a. Guna untuk menganalisa tentang bagaimana metode dan landasan apa 

yang digunakan hakim pada penentuan jumlah nominal Idda>h, Mut‟ah, 

Mad}iyah oleh suami pada istri pasca perceraian. 

b. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan 

besaran nafkah Idda>h, Mut’ah, Mad}iyah suami terhadap istri yang 

dicerai pada Putusan Perkara Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA. Pwt. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat Teoritis: 

a. Dapat dijadikan sebagai wawasan agar lebih bisa memperdalam ilmu 

hukum acara perdata. 
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b.  Dapat menjadi landasan dalam pembelajaran lebih lanjut bagi peneliti 

selanjutnya 

c. Memberikan kontribusi keilmuan dalam hukum Islam serta dapat 

menambah  kepustakaan bagi pembaca. 

Manfaat Praktis: 

a. Dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam berargumentasi 

dikalangan akademisi hukum Islam terkait dengan bagaimana saja cara 

mempertimbangkan ataupun memutuskan suatu perkara di muka 

persidangan bagi peneliti selanjutnya. 

b. Membantu pembaca lebih memahami kenyataan bahwa setelah  

perceraian, suami wajib memberikan nafkah kepada mantan istrinya dan 

besarannya pun berbeda-beda. 

E. Kajian Pustaka 

Untuk mengetahui fakta penelitian pada kajian pustaka ini, peneliti 

akan mencoba memaparkan beberapa penelitian yang memiliki kesamaan dan 

perbedaan dalam pemilihan topik, karya tulis berikut ini berfungsi sebagai 

referensi dan relevan dengan penelitian yang dilakukan. 

Pandangan Hakim Terhadap Penerapan Hak Ex Officio Dalam Perkara 

Cerai Talak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Purwokerto) yang telah 

dipaparkan dalam tesis yang diteliti oleh Ami Lawiyah yang menjelaskan 

bahwasannya sebuah rumah tangga  harus mampu memahami hak dan 

tanggung jawab seperti berusaha menciptakan keluarga agar tetap harmonis. 

Akan tetapi, jika di dalam rumah tangga ada orang yang tidak mengerti atau 
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tidak memenuhi hak dan kewajibannya, niscaya akan terjadi suatu perceraian 

atau perselisihan. Perkawinan dapat diakhiri oleh beberapa hal yaitu kematian 

dan perceraian. Menurut Ami Lawiyah dalam tesisnya menjelaskan terkait 

pengertian Ex officio yang merupakan kewenangan dan tanggung jawab hakim 

pemeriksa perkara untuk menjatuhkan putusan tambahan diluar pokok perkara 

meskipun tidak diminta dalam petitum sebagai wujud perlindungan hukum 

dan keadilan.
15

 

Perihal dalam pemberian nafkah idda>h dan mut‟ah, Riski Hidayanto 

dalam tesisnya yang berjudul “Penentuan Jumlah Nafkah Idda>h dan Mut‟ah 

Pasca Perceraian” memaparkan bahwasannya setiap laki-laki yang akan 

mengajukan cerai talak kepada istrinya maka harus memberikan tunjangan 

yang besarnya beraneka ragam, dikarenakan 2 tunttan hukum yakni hukum 

Islam maupun hukum positif dan tidak selalu menentukan besaran tertentu 

yang harus diberikan oleh suami tergantung dengan kemampuan suami itu 

sendiri.
16

 

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penulis juga melihat rujukan 

karya kajian dari Darmawati yang berjudul “Nafkah Dalam Rumah Tangga 

Perspektif  Hukum Islam “dalam tesis tersebut peneliti Darmawati 

menggunakan penelitian lapangan dan langsung menyaksikan tentang peran 

wanita di Desa Gunung Sari Makasar. Dalam kajiannya Darmawati 
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menjelaskan bahwa suami mempunyai tanggung jawab sebagai kepala 

keluarga untuk menafkahi istri dan anak-anaknya secara materil maupun 

imateril. Kajian penelitian yang dilakukan di Desa Gunung Sari Makasar, 

memuat beberapa faktor yang mendorong atau menjadi landasan terjadinya 

perubahan peran perempuan dalam keluarga, antara lain aktivitas yang 

dilakukan  istri di luar keluarga dan dampak yang ditimbulkannya. Dalam 

kajian ini memaparkan kondisi Kelurahan yang termuat pada tanggapan yang 

disampaikan oleh Kepala Kelurahan desa Gunung Sari tersebut, beliau 

menjelaskan bahwasannya perempuan adalah bagian dari bangsa, berkontribusi 

kepada negara dan harus diberi ruang untuk memainkan peran tertentu dalam 

negara, dalam artian perempuan mempunyai hak atas kebebasan dan 

kehormatan dalam peran yang mandiri.
17

 

Penulis dalam melakukan kajiannya juga melihat karya tulisan milik 

Iftiar Fauzi dalam tesisnya yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam 

Menentukan Besaran Nafkah Mad}iyah Pada Cerai Talak Di Pengadilan 

Agama Banyumas” dalam tesis tersebut membahas tentang nafkah mad}iyah, 

dalam kajian tersebut terdapat tuntutan istri yang dibebankan terhadap suami 

yakni nafkah mad}iyah. Kajian dalam tesis tersebut menjelaskan bahwa suami 

wajib menafkahi istrinya dikarenakan ada status pernikahan sah dan istri 

hanya mempunyai hubungan kekerabatan dengan suaminya. Apabila seorang 

suami tidak menafkahi istrinya, hal tersebut bisa diakibatkan karna satu dari 
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banyaknya kemungkinan, kemungkinan yang pertama adalah suami tidak 

dapat menafkahi istrinya karena kesulitan, dan kemungkinan yang kedua 

adalah suami tidak menafkahi istrinya karna dalam keadaan sengaja padahal 

dirinya lapang. Akan tetapi, apabila suami dengan sengaja mengabaikan 

kewajiban nafkah terhadap istri sebelumnya namun istri tetap melaksanakan 

kewajiban pelayanan terhadap suami selama perkawinan, maka istri berhak 

menuntut haknya untuk menggugat suaminya ke Pengadilan Agama. Dengan 

syarat wanita tersebut tidak melakukan sesuatu yang menghalanginya seperti 

nusyuz, karena sebagian besar ulama sepakat bahwa jika seorang wanita 

melakukan dosa nusyuz, maka dia tidak mendapat nafkah dari suaminya atas 

haknya.
18

 

Dalam melakukan penelitian, penulis juga melihat jurnal yang berjudul 

“Perlindungan Hukum Hak-Hak Istri Pasca Perceraian” isi dari dalam jurnal 

disini menyebutkan bahwa Setiap putusan yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap dan bersifat hukuman dianggap sebagai putusan yang dapat 

dilaksanakan. Ada konvensi mengenai sumpah cerai yang mengatur bahwa 

sidang saksi dibuka pada saat sumpah cerai diucapkan. Konvensi ini 

bertentangan dengan keputusan yang dimuat dalam jurnal ini. Namun isi 

putusan rekonvensi itu terkait dengan pelaksanaan pembayaran sejumlah uang 

sebagaimana diatur dalam pasal 197-200 HIR/dan pasal 208-218 RBg. Dengan 

demikian, keputusan konvensi dan rekonvensi dapat dianggap sebagai isi 
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keputusan itu sendiri apabila tidak ada klausul yang menghubungkan 

keduanya. Dengan demikian, apabila isi keputusan rekonvensi tidak terpenuhi, 

maka keputusan rekonvensi tidak dapat dicegah.
19

 

Berbeda dengan kajian yang diteliti dari jurnal sebelumnya, penulis 

disini melihat juga jurnal milik Alfina Sauqi Anwar yang berjudul 

“Progresivitas Hakim Dalam Menentukan Beban Akibat Perceraian Bagi 

Suami Kepada Istri Pasca Perceraian”. Jurnal tersebut menjelaskan bahwa 

dalam mewujudkan maslahat bagi masyarakat, hakim juga dituntut responsif 

terhadap permasalahan baru dengan tetap mengusung kesetaraan hak dan 

akses bagi kaum perempuan di muka hukum. Hakim dalam menentukan 

kewajiban nafkah pasca perceraian yang dibebankan kepada suami untuk 

diberikan kepada mantan istri dapat diakatakan telah menjaga istri dari 

kesulitan ekonomi pasca perceraian. Hakim dapat menentukan beban suami 

terhadap istri yang diceraikan. Apabila hal tersebut tidak diwujudkan maka 

akan berdampak pada kemaslahatan istri yang tidak terpenuhi. Hal ini 

menunjukkan bahwa hakim berupaya menjaga kemaslahatan pada tingkat 

memelihara keturunan (hifdzu an-nasl) untuk menjamin kelangsungan hidup 

bagi anak yang menjadi keturunan dari suami dan istri.
20

 

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh penulis, maka penelitian 

yang dilakukan penulis memiliki beberapa perbedaan dengan penulis 
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sebelumnya yakni dalam hal pendekatan dan juga sudut pandang yang 

nantinya juga berbeda. Dalam kajian yang dilakukan oleh penulis memuat 

beberapa faktor yang didalamnya menggunakan studi pustaka yang dilakukan 

dengan cara analisis bahan-bahan pustaka dan juga diperkuat dengan cara 

obervasi dan wawancara langsung dengan hakim di Pengadilan Agama 

Purwokerto tentang pertimbangan nafkah yang terkandung dalam putusan 

Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt. 

F. Kerangka Teorik 

Pernikahan mencakup hak serta kewajiban yang muncul di antara 

individu laki-laki dan Perempuan. Kewajiban ini mencakup tanggung jawab 

suami untuk merawat istrinya. Dukungan pangan merupakan hak perempuan 

yang perlu dihormati oleh suaminya. Kebanyakan ulama sepakat bahwa suami 

mempunyai kewajiban untuk mengurus orang-orang yang wajib dinafkahinya, 

termasuk istri dan anak-anaknya yang masih kecil. Ada hubungan antara 

masalah perceraian dan penelitian penghidupan. Korelasi ini disebabkan oleh 

adanya nafkah yang ditanggung oleh suami secara penuh dan otoritatif, mulai 

dari mahar, nafkah selama perkawinan, dan setelahnya berupa mut'ah dan 

idda>h. Suami memiliki otoritas pribadi dan eksklusif untuk memutuskan 

perceraian.
21

 

Kata nafkah berasal dari kata nafaqa>, yanfaqu>, nafaqo> Dalam bahasa 

Arab,secara etimologis istilah “nafkah” merujuk pada perbuatan 
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membelanjakan atau membelanjakan. Secara istilah, “nafkah” mengacu pada 

pemenuhan kebutuhan perempuan seperti makanan, tempat tinggal, layanan 

dan obat-obatan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia arti nafkah adalah 

pengeluaran-pengeluaran yang diperlukan untuk hidup, memperoleh 

penghasilan dan juga bekal hidup sehari-hari yang bertahan sampai akhir. 

Dalam konteks ini, “nafkah” adalah Uang yang diberikan oleh seorang pria 

kepada anggota keluarganya sebagai jaminan atau dukungan untuk memenuhi 

kehidupan mereka.
22

 

Aspek hukum  Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 

merupakan penafsiran hukum yang berasal dari Undang-Undang (UU) Nomor 

1 Tahun 1974 dan merupakan upaya harmonisasi undang-undang tersebut 

dengan PP Nomor 1 Tahun 1975. PP ini didasarkan pada prinsip undang-

undang, asas keamanan kelembagaan dan aturan hukum dalam perkara 

perceraian, serta asas perlindungan hukum yang adil dan tata cara hukum 

pasca perceraian. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

sebagaimana tercantum dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 mendefinisikan 

perkawinan sebagai suatu hubungan jasmani dan rohani antara seorang laki-

laki dan seorang perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk 

keluarga yang bahagia dan langgeng. Oleh karna itu perceraian harus dihindari 

sebisa mungkin dan hanya dapat diterapkan dalam suatu keadaan darurat. 

Perceraian hanya diterima apabila ada sebab-sebab tertentu yang ditentukan 
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oleh undang-undang.
23

 

Perceraian adalah salah satu aspek perjalanan sebuah keluarga. 

Perceraian terjadi setelah menikah. Meskipun perceraian bukanlah tujuan 

utama pernikahan, namun perceraian adalah sunatullah karena berbagai sebab. 

Penyebab perceraian bisa karena kematian pasangan, bisa juga karena ketidak 

cocokan dalam rumah tangga dan pertengkaran selalu mewarnai suasana 

kekeluargaan pasangan, bahkan ada yang bercerai karena salah satunya dari 

laki-laki atau perempuan tersebut sudah tidak mempunyai fungsi biologis lagi, 

misalnya laki-laki impoten dan perempuan tidak subur.
24

 

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, mantan 

suami harus meneruskan nafkah kepada mantan istri mereka untuk membantu 

mereka hidup dan mencegah mereka menderita. Nafkah idda>h dan nafkah 

mut'ah adalah nama untuk nafkah yang diberikan oleh mantan suami kepada 

istri yang diceraikan. Nafkah mut'ah dimaksudkan untuk digunakan sebagai 

bekal hidup. Setelah perceraian, mantan suami memiliki beberapa tanggung 

jawab kepada mantan istri, seperti: 

a. Memberikan nafkah mut‟ah yang sesuai bagi mantan istrinya, dapat 

berupa barang atau uang dan tidak diberikan pada mantan istri yang 

qabla> al-d}ukhul  

b. Memberikan nafkah ‘idda>h pada mantan istrinya, kecuali jika dia hamil 

atau ditalak ba‟in atau nusyuz 
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c. Menunaikan hutang mahar pada mantan istri jika belum dibayarkan, dan 

apabila qabla> al-d}ukhul maka hutang tersebut dibayarkan setengahnya
25

 

Mayoritas ulama telah menyetujui prinsip dasar masa idda>h, yang 

dijelaskan dalam Alquran dan Sunnah. Namun, ada beberapa gabungan idda>h 

yang beda terjadi sekaligus serta tak seharusnya terjadi. Misalnya, jumhur 

ulama berpendapat bahwa ketika seorang wanita hamil dan suaminya 

meninggal, masa idda>h berlangsung sampai ia melahirkan anaknya, tetapi 

masa idda>h meninggalnya suami tidak lebih dari empat bulan sepuluh hari. 

Oleh karena itu masalah ini meiliki dua sisi hukum yakni: 

a. Menurut Imam Syafi‟i, masa idda>h perempuan yang hamil ialah sampai 

melahirkan anaknya, meskipun nantinya terdapat masalah seperti 

terjadinya keguguran. Keguguran di sini maksudnya tidak diragukan lagi 

bahwa yang gugur tersebut adalah janin yang memiliki minimal anggota 

tubuh dan dapat dikatakan sebagai anak. Namun, jika keguguran 

tersebut hanya berupa gumpalan darah dan bukan janin atau bakal anak, 

maka masa idda>h bagi perempuan itu belum berakhir. 

b. Melahirkan pada kehamilan terakhir. Menurut Imam Syafi‟i, jika 

perempuan hamil beberapa anak, maka melahirkan kehamilannya yang 

terakhir sebagai hitungan berakhirnya masa idda>h. Maksudnya, masa 

idda>h berakhir setelah melahirkan keseluruhan anaknya tersebut.
26
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Konsep tentang nafkah menurut 7 Madzhab ulama fiqh antara lain: 

Mazhab Hanafi menganggap bahwa mencukupi nafkah istri merupakan 

kewajiban kedua dari suami setelah membayar mahar, sedangkan Maliki 

menganggap nafkah keluarga sebagai kewajiban setelah membayar mahar. 

Adapun jumlah nafkah yang harus ditunaikan oleh suami, itu disesuaikan 

dengan kebiasaan tempat tinggal mereka. Menurut Mazhab Syafi'i, nafkah 

adalah hak yang wajib diterima oleh istri dari suami, dan mencakup biaya 

susu, pakaian, makanan, tempat tinggal, dan kebutuhan seksual. Namun, 

jumlah uang yang harus diberikan suami kepada istri bergantung pada tempat 

tinggal dan kemampuan mereka.
27

 

Kata mut‟ah terdiri kata mataqa>, yamtangu>, mutngatan yang berarti 

kesenangan atau kenikmatan yang dapat dinikmati. Para ulama sepakat bahwa 

seorang suami hendaknya memberikan qobla> d}ukhul kepada wanita yang 

dicerai dan tidak ada ketentuan mahar menurut  Imam Malik.  

Mad}iyah adalah penghasilan terdahulu atau penghasilan masalalu yang 

menjadi kewajiban seorang laki-laki terhadap istrinya ketika sudah menikah. 

Apabila seorang suami belum menunaikannya dalam kurun waktu 3 bulan atau 

lebih maka akan dijadikan sebagai nafkah terutang.
28

 

Adapun pertimbangan hakim untuk menentukan adanya nafkah 

Mad}iyah disini adalah sebagai berikut: 
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1. Bahwa somasi penggugat sudah beralasan hukum sebagaimana diatur 

dalam Pasal 80 (4) huruf a serta b Kompilasi hukum Islam ini berarti 

bahwa bertanggung jawab secara proporsional untuk membayar nafkah 

kiswah, tempat tinggal, tangungan rumah tangga serta biaya pengobatan 

atau perawatan istri. 

2. Bahwa penggugat tidak dapat menunjukan pekerjaan asli tergugat atau 

penghasilan bulanan tergugat untuk mendukung gugatannya.  

Hakim menjelaskan bahwa dalam menetapkan nafkah mad}iyah, hakim 

tetap mencari penetapannya yakni dapat dilihat dari jumlah uang yang 

dihasilkan oleh suami dan jumlah uang yang dibutuhkan oleh istri dalam satu 

bulan. Penetapan nafkah mad}iyah pada istri yang ditalak raj'i juga dapat 

dilihat selama pernikahan mereka, dan berapa kira-kira jumlah nafkah yang 

biasanya diberikan oleh suami mereka setiap bulan
29
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G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan penelitian ini dibagi menjadi 5 bab dan 

dijabarkan ke dalam sub bab pembahasan yang saling berkaitan satu sama lain 

secara logis dengan rincian sebagai berikut:  

BAB I, Bab ini mencakup konteks masalah, definisi operasional, 

rumusan masalah, tujuan dan perhatian penelitian, tinjauan literatur, 

metodologi penelitian, dan pembahasan sistematis. 

BAB II, pada bab ini mencangkup tentang landasan teori yang menjadi 

dasar penulisan yang dilakukan, dalam hal ini landasan teori yang digunakan 

adalah berupa pembahasan definisi perceraian, sebab-sebab perceraian, 

definisi nafkah Mut‟ah, Idda>h, Mad}iyah. 

BAB III, memuat metode penelitian yang diterapkan penulis seperti 

pendekatan dan jenis penelitian, menjelaskan nama objek penelitian, waktu 

dan lokasi penelitian, penyedia informasi penelitian, data penelitian dan 

sumber data, teknik pengumpulan data, teknik validasi dan analisis data. 

BAB IV, pada bab ini nantinya akan menjadi inti dari penelitian ini 

yang menjadi usaha atas jawaban dari rumusan masalah di atas. Dalam bab ini 

penulis akan menguraikan hasil analisis atas dasar pertimbangan hakim dalam 

menyelesaikan perkara, serta menganalisis metode ataupun landasan yang 

digunakan hakim dalam menyelesaikan perkara nafkah Mut‟ah, Idda>h, 

Mad}iyah khususnya dalam perkara perceraian karna talak. 

BAB V, berupa penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran. 
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BAB II 

PERCERAIAN DAN NAFKAH 

A. Perceraian 

1. Pengertian Perceraian 

Perceraian berasal dari kata cerai dan disebut thala>q kata thala>q 

memiliki arti lepas dari ikatan, berpisah, menceraikan, pembebasan. Secara 

etimologis, talak berarti mengingkari, menceraikan, atau membubarkan 

suatu perkawinan. Putusnya perkawinan karena suami menganiaya istrinya, 

akan menimbulkan beberapa akibat hukum menurut Pasal 149 Kitab 

Undang-undang Islam (KHI), yaitu: 

a. Memberikan hadiah yang setimpal kepada mantan istri, baik berupa 

uang maupun barang, kecuali mantan istri tersebut qobla> d}ukhul. 

b. Memberikan dukungan berupa kiswah kepada mantan istri pada saat 

idda>h, kecuali mantan istri dalam keadaan Talak ba'in atau nusyuz dan 

tidak sedang hamil. 

c. Membayar hutang lunas setengah jika qobla> d}ukhul 

d. Menanggung tanggung jawab yang berupa nafkah  untuk anak-anak 

yang belum mencapai usia 21 tahun.
30

 

Perceraian adalah ketika hubungan perkawinan seorang pria atau 

wanita (suami-isteri) berakhir. Namun, dalam undang-undang Islam, 

peceraian disebut dengan istilah talak, yang berarti pelepasan atau 
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pembebasan (mengeluarkan suami dari isterinya).
31

 

Namun, pasal 116 KHI menjelaskan beberapa alasan untuk 

perceraian yang dapat diajukan kepada pengadilan untuk dibicarakan. Pada 

pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, talak didefinisikan sebagai ikrar suami 

di depan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu alasan putusnya 

perkawinan.
32

 

Hukum perceraian sebagai bagian dari hukum perkawinan juga 

bersifat pluralistis, sehingga beberapa tindakan dan peristiwa tertentu 

tunduk pada subsistem hukum perceraian yang berbeda-beda untuk masing-

masing golongan penduduk, yaitu sebagai berikut: 

a. Hukum perceraian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

b. Hukum perceraian berlaku untuk para suami serta istri warga negara 

Indonesia yang bergama Islam, yang melakukan perceraian di 

Pengadilan Negeri. 

c. Hukum Islam berlaku bagi para suami serta isri warga negara Indonesia 

yang beragama Islam, yang melakukan perceraian di Pengadilan Agama.  

d. Hukum adat berlaku bagi para suami serta istri warga negara Indonesia 

yang beragama Islam, yang melakukan perceraian di Pengadilan Agama 

atau di Pengadilan Negeri (bagi yang beragama Kristen).
33

 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 
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ditetapkan sebagai hukum positif di Indonesia pada tanggal 2 Januari 1974. 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan pelaksanaan 

Undang-Undang Perkawinan mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1974. 

Dengan demikian, perceraian tidak lagi dapat dilakukan dengan 

sembarangan seperti yang biasanya terjadi. Sebaliknya, mereka harus 

dilakukan sesuai dengan prosedur hukum tertentu dan hanya dapat 

dilakukan karena alasan yang dapat dibenarkan.
34

 

Perceraian merupakan solusi final yang dilakukan suami istri untuk 

mengakhiri perkawinan setelah sebelumnya melakukan upaya perdamaian 

secara maksimal. Perceraian tersebut bisa dilakukan atas keinginan suami 

atau atas permintaan istri yang dikenal dengan cerai gugat. Perceraian yang 

kerap terjadi tentunya dengan muatan persoalan yang menjadi sebab 

terjadinya perceraian tersebut.  

Dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan, terdapat isi yang memuat tentang perceraian yang dikabulkan 

oleh Pengadilan Agama dengan alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum, 

bahwa suami istri tersebut tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan 

perceraian tidak dapat dijalankan hanya karena alasan telah terjadinya 

kesepakatan antara suami istri saja, akan tetapi harus sesuai dengan alasan 

yang sah menurut undang-undang.
35

 

Tidak hanya suami dan istri yang mengalami konsekuensi negatif, 
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tetapi juga anak-anak yang masih membutuhkan kasih sayang orang tua, 

yang akan mengalami konsekuensi negatif terhadap pertumbuhan mereka, 

terutama kejiwaannya. Seringkali, perceraian tidak menyelesaikan masalah 

tetapi menghasilkan masalah baru yang lebih kompleks. Hal ini biasanya 

didasari atas kemarahan serta kebencian sehingga berakibat melakukan 

pertimbangan dan musyawarah dengan keluarga besar.
36

 

2. Faktor Penyebab Perceraian 

Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 menggunakan istilah perceraian, 

yang menyatakan bahwa perkawinan dapat diputus karena kematian, 

perceraian, atau keputusan pengadilan. Oleh karena itu, kata "perceraian" 

secara yuridis berarti berakhirnya perkawinan, yang berarti baik berhenti 

berlaki-bini atau berhenti bersuami-istri. Talak dari suami, khulu' atas 

inisiatif istri, serta fasakh atas inisiatif pihak ketiga seperti syiqaq, nusyuz, 

li'an, ila', dan zihar dapat menyebabkan perceraian. Perceraian lebih umum 

daripada talak karena dapat terjadi karena beberapa hal.
37

 

Pasal 116 huruf a Kitab Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) mengatur bahwa perceraian dapat terjadi dalam hal-hal sebagai 

berikut: 

a. Salah satu pihak pernah melakukan perzinahan atau mempunyai masalah 

serius seperti kecanduan alkohol, narkoba, atau perjudian yang sulit 

diobati. 
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b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya tanpa izin selama satu 

tahun berturut-turut tanpa sebab yang wajar atau sebab-sebab lain yang 

tidak dapat diperbaiki. 

c. Setelah perkawinan berakhir, salah satu pihak dihukum 5 (lima) tahun 

penjara atau hukuman yang lebih berat. 

d. Salah satu pihak melakukan perbuatan kejam atau tindakan yang 

menimbulkan kerugian bagi pihak lain. 

e. Salah satu pihak tidak sanggup melakukan kewajiban perkawinan baik 

pihak suami atau istri karena mengalami luka atau sakit fisik. 

f. Suami istri seringkali terlibat konflik dan pertengkaran berkepanjangan 

yang tidak mampu membawa kedamaian dalam kehidupan berkeluarga. 

g. Sang suami melanggar perjanjian cerai (talak). 

h. Perubahan agama atau murtad yang menyebabkan perselisihan dalam 

perkawinan.
38

 

Guna melaksanakan isi atas adanya alasan-alasan karena perceraian 

yang termuat pada KHI, maka Presiden memutuskan adanya Peraturan 

Pemerintah No. 9 Tahun 1975 berisi tentang Pelaksanaan Undang-undang 

Perkawinan No.1 Tahun 1974
39

. 

Untuk menekan angka perceraian, Pengadilan Agama melakukan 

proses yang biasa disebut dengan proses mediasi, dengan adanya proses 

mediasi ini diharapkan pasangan suami istri bisa berdamai dan 
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mengurungkan niat untuk bercerai. Kementerian Agama pun melakukan 

upaya sendiri untuk mengurangi jumlah angka perceraian ini. Setiap 

pasangan yang mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama maupun 

Catatan Sipil akan diberi modul terkait tips-tips menjaga keharmonisan 

rumah tangga, hanya saja program ini masih dirasa kurang efektif 

mengingat setiap KUA memiliki cara tersendiri untuk 

mengimplementasikannya. Saat ini, peraturan terbaru terkait pembekalan 

pra-nikah yang lebih terstandardisasi, termasuk melibatkan unsur keluarga 

dari pihak suami maupun istri sedang digodok lebih matang. (Pembekalan) 

lagi diperbaiki sejalan dengan perkembangan peraturan Menteri. Sehingga 

diharapkan perceraian tak lagi mengalami peningkatan, bahkan menurun. 

Kita semua pastinya ingin menikah untuk bahagia. Sebelum menikah, 

baiknya kita sudah memiliki persiapan yang matang baik secara fisik 

maupun psikis. Menjaga bahtera rumah tangga pun perlu komitmen yang 

kuat.
40

 

B. Nafkah 

1. Pengertian Nafkah 

Sebagai suami-istri, seorang laki-laki dan perempuan memiliki hak 

dan kewajiban bersama. Salah satunya adalah nafkah, yang harus diberikan 

oleh suami kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan suami. 

Nafkah ialah hak istri serta anak-anak guna memenuhi kebutuhan pokok 
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mereka seperti makanan, pakaian, rumah, pendidikan, dan perawatan medis. 

Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma' ulama, nafkah seperti ini wajib, 

bahkan jikalau pun si istri adalah orang kaya.
41

 

Secara terminologi, nafkah berarti kewajiban suami guna memenuhi 

kebutuhan istri seperti makanan, rumah, pembantu, serta obat-obatan. Di sisi 

lain, asal kata nafkah berasal dari kata "الىفقت", yang berarti "belanja", 

"kebutuhan utama", dan "biaya" atau "pengeluaran uang”.
42

 

Nafkah dalam fiqh didefinisikan sebagai biaya yang wajib 

dikeluarkan oleh seorang terhadap sesuatu yang berada dalam 

tanggungannya. Ini termasuk biaya pangan, pakaian, dan papan, serta biaya 

kebutuhan sekunder seperti perabotan rumah tangga. Dalam Islam, nafkah 

mencakup dua komponen seperti nafkah lahir dan nafkah batin. Barang 

yang diberikan oleh seseorang kepada istri, kerabat, dan dirinya sendiri 

sebagai kebutuhan dasar disebut nafkah.
43

 

Syarat istri berhak menerima nafkah dari suaminya yaitu: 

a. Telah terjadi akad yang sah antara suami dan istri, apabila akad nikah 

mereka masih diragukan maka istri belum berhak menerima nafkah dari 

suaminya. 

b. Istri telah sanggup digauli. 

c. Istri telah terikat atau sudah bersedia melaksanakan seluruh hak-hak 

suami  

                                                             
41

 Abdul Rahman, Perkawinan Syari‟at Islam (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 129 
42 Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, (Beirut: Darul Fikr, 2006), hlm. 539. 
43

 Subaidi, Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam, Jurnal Studi Hukum Islam, 

Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2014, hlm. 158 



29 
 

 

Dasar kewajiban suami dalam memberikan nafkah untuk istri 

terdapat dalam al-Qur‟an adalah sebagai berikut: 

a. Surat at-Thalaq ayat 6: 

تَِأ َ ل َٰ َْ َأُ إنَِكُهَّ  َ َ ٍِهََّّۚ ٕۡ ل  ِّٕقُُاَْع  َلتِضُ  ٌَهَُّ اسُّٓ َتضُ  لَ   َ جۡذِكُمَۡ َُ هَ ىتمَُمِّ ك  جَُس  ٕۡ َمِهَۡح  سۡكِىٌُُهَُّ

َفَ  َل كُمۡ عۡه  َأ سۡض  َف ئنِۡ هََُّّۚ مۡلٍ  َح  عۡه  َٔ ض  َّٰ تَّ َح  ٍِهَّ ٕۡ ل  َع  َف أ وفقُُِاْ مۡلٖ َح  ٌهَُّ َأجُُُس  اتٌُُهَُّ  ٔ  ٔ

أۡت مِشَُاَْب َٕۡ  َََ َِٰ ُۥَٓأخُۡش  تشُۡضِعَُلً  شۡتمَُۡف س  اس  إنَِت ع   َ َ عۡشَُفٖٖۖ َى كُمَبمِ 

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat 
tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu 

menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan 

jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, 

maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka 

bersalin, kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu 

untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan 

musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; 

dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh 

menyusukan (anak itu) untuknya.
45

 

b. Surat at-Thalaq ayat 7: 

َُ لِّفَُٱللَّّ َٔكُ  َلَ  َُّۚ ًَُٱللَّّ ات ىَٰ آَء  ًَِسِصۡقًُُۥَف لٕۡىُفقَِۡمِمَّ ٕۡ ل  َع  هَقذُِس  م   َ َ ًِٖۦۖ تِ ع  تَٖمِّهَس  ع  اَلِٕىُفقَِۡرََُس  َو فۡس 

َعُسۡشَٖٔسُۡشٗاََ َُب عۡذ  لَُٱللَّّ ٕ جۡع  َس  ٍ اَّۚ ات ىَٰ آَء  َم  َإلََِّ

  Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut 

kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya 

hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah 

kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang 

melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah 

kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.
46

 

 
Dalam Kompilasi Hukum Islam menerangkan tentang kewajiban 

suami saat memberi nafkah, yakni:  

1) Pasal 80 ayat 2: 

Suami harus melindungi istrinya serta memberikan segala sesuatu 
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keperluan hidup berumah tangga yang sekiranya sinkron dengan 

kemampuannya. 

2) Pasal 80 ayat 4:  

a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri. 

b. Biaya rumah tangga, perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan 

anak. 

c. Biaya pendidikan bagi anak. 
47

 

Selanjutnya dalam undang-undang no 1 Tahun 1974 KHI pasal 34 

ayat (1) menyebutkan bahwasannya: Suami wajib melindungi isterinya dan 

memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan 

kemampuannya.
48

 

Istilah ma’ru>f dipergunakan pada al-Qur'an dan Hadis untuk 

menetapkan standar nafkah, yang berarti bahwa nafkah harus diberikan 

secara seimbang (sedang, tengah, tidak kurang dari kebutuhan atau 

berlebihan), sesuai dengan taraf hidup, keadaan istri, dan kemampuan 

suami.
49

 

Jumlah nafkah berbeda menurut keadaan, zaman, tempat, dan 

keberadaan manusia ini dihitung berdasarkan kebutuhan istri, dengan 

ukuran yang baik untuk setiap pihak tanpa mengesampingkan kebiasaan 

keluarga istri. Hanya mereka yang berhak menerima kewajiban nafkah. 

Memberikan sesuai kebutuhan serta tidak menentukan jumlah yang harus 
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diberikan karena dikhawatirkan akan boros.
50

 

Beberapa dasar aturan nafkah di atas, bisa dipahami bahwasanya 

suami harus memberi nafkah buat istri serta pula anaknya selama 

perkawinan. Adapun kewajiban nafkah itu sesuai dengan kemampuan 

suami seperti hal nya dijelaskan didalam al-Qur‟an surat at-Thalaq ayat 6, 

serta surat at-Thalaq ayat 7. Pada garis besarnya ada dua landasan utama 

dalam pembentukan keluarga adalah landasan spiritual (ma'nawiyah) dan 

landasan materil (mad}iyah). Landasan spiritual membangun dan 

mewujudkan keluarga, dan landasan materil menjamin kelangsungan hidup 

bangunan yang terbentuk keluarga tersebut.
51

 

Dalam Syarh as-Sunnah dikatakan, kewajiban memberikan nafkah 

tidak gugur jika seorang suami meninggalkan istrinya. Jika dia tidak 

memberikan uang dalam jangka waktu tertentu, uang itu akan menjadi 

hutang bagi dirinya sendiri. Dengan cara yang sama, memberikan makanan, 

pakaian, dan nafkah lainnya, ini adalah pendapat Imam Syafi'i, sementara 

penganut madzhab Hanafi berpendapat bahwa nafkah kepada istri tidak 

dianggap sebagai hutang selama tidak diwajibkan oleh hakim. Dan 

kewajiban nafkah istri gugur jika dia pergi tanpa izin suaminya.
53

 

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwasanya bila 

perkawinan putus, mantan suami masih harus memberikan nafkah kepada 
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mantan istrinya selama masa idda>h dan anak-anaknya sampai mereka 

dewasa, sesuai dengan keputusan pengadilan. 

2. Nafkah Idda>h 

Kata Idda>h adalah jama‟ dari kata “Idda>d‟ adalah “menghitung” 

atau “hitungan”. Idda>h hakikatnya ialah bilangan serta hitungan jumlah hari 

atau 3 kali haid atau menstruasi. Secara etimologis, "Idda>h" berarti nama 

waktu terhitung di mana wanita menunggu perkawinan berikutnya setelah 

wafatnya suaminya atau sebab perpisahan (perceraian) dengan suaminya, 

baik cerai hidup maupun cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui 

keadaan rahimnya.
54

 

Dalam masa idda>h seorang wanita tidak boleh menikah dengan 

orang lain sebelum masa idda>h selesai. Adapun syarat nafkah idda>h sebagai 

berikut: 

a. Adanya tenggat waktu tertentu 

b. Perkawinan harus diakukan oleh bekas istri kecuali qobla al-dukhul 

c. Suaminya meninggal atau diceraikan 

d. Perkawinan dilarang selama masa  idda>h nya belum selesai.
55

 

Berkaitan dengan nafkah Idda>h, terdapat ayat Al- Qur‟an yang 

menjelaskan yakni dalam Surat At-Talla>q (65) ayat 1: 
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َٱللَّّ َ ٱتَّقُُاْ  َ َ ة ٖۖ َٱلۡعِذَّ أ حۡصُُاْ  َ َ ٍِهَّ تِ َلِعِذَّ َف ط لِّقٌُُهَُّ اءٓ  َٱلىِّس  َإِر اَط لَّقۡتمُُ ُّٓ ٍُّ اَٱلىَّبِ  ٔ أٓ َٰ َٔ َلَ  بَّكُمٖۡۖ َس 

َحُذَُ تلِۡك   َ َ ِّى تَّٖۚ بٕ  َمُّ تٖ حِش  َبفِ َٰ َٔ أۡتِٕه  َأ ن ٓ َإلََِّ َٔ خۡشُجۡه  لَ   َ َ ٍِهَّ َبُُُٕتِ َمِهۢ َتخُۡشِجٌُُهَُّ َِّۚ َٱللَّّ دُ

َأ مۡشٗاََ لكِ  َر َٰ ٔحُۡذِثَُب عۡذ   َ َٱللَّّ لَّ َت ذۡسَِْل ع  َلَ  ًُّۥَۚ َو فۡس  َِف ق ذَۡظ ل م  ذََّحُذَُد َٱللَّّ هَٔ ت ع  م   ََ

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah 

kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 

idda>hnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta 
bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan 

mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar 

kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah 

hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-

hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap 

dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah 

mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.
56

 

Hukum Islam menetapkan bahwa istri yang telah diceraikan oleh 

suaminya harus menjalani masa idda>h. Ini ditunjukkan oleh istilah 

"Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka", yang merujuk 

pada rumah yang ditinggali oleh pasangan ketika diceraikan, untuk 

menekankan hak mereka untuk tinggal di sana selama masa idda>h. Oleh 

karena itu, hukum Islam telah menetapkan aturan yang jelas tentang istri 

yang ditalak suaminya. Ayat tersebut mewajibkan suami untuk memberikan 

tempat tinggal bagi istri-istri yang ditalaknya, bahkan menegaskan bahwa 

suami juga harus memberikan tanggung jawab tambahan kepada istri, 

seperti membayar biaya istri dan biaya guna untuk mengurus anak-

anaknya.
57

 

Karena perhatian Allah yang tidak terbatas, maka suami yang 

mentalak isterinya harus memberi nafkah selama masa idda>h karena suami 
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yang menyebabkan talak dan tetap terikat dengan perkawinan hingga masa 

idda>h selesai. Dalam beberapa kasus, suami yang mentalak isterinya dalam 

keadaan istri tidak memiliki orang untuk membantunya, jadi suami yang 

mentalaknya harus memberi nafkah selama masa idda>h. 
58

 

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 pasal 

41 huruf c, yang berbunyi "Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan 

suami untuk memberikan biaya kehidupan dan atau untuk menentukan 

suatu kewajiban bagi bekas istri," hal tersebut sudah menjelaskan 

tentang bagaimana pemberian nafkah diatur dalam undang-undang 

perkawinan. Selain itu, Pasal 149 huruf b dari Kompilasi Hukum Islam 

menyebutkan bahwa "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas 

suami wajib memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri 

selama dalam masa Idda>h, kecuali mantan istri telah dijatuhi talak bain atau 

nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
59

 

3. Nafkah Mut‟ah 

Kata Mut'ah berasal dari dhammah mim (mut'ah) atau kasrah 

(mit'ah), yang masing-masing mengandung kata المتعا yang berarti 

disenangi. Maksudnya, barang yang diberikan oleh suami kepada istri 

yang diputus hubungannya karena talak atau sebanding dengannya dengan 
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beberapa syarat.
60

 Mut'ah juga dapat didefinisikan sebagai hadiah, 

kenikmatan, penambah, atau penguat yang dapat melengkapi atau 

menyenangkan. Mut'ah, atau pemberian, ialah sesuatu yang diberikan oleh 

suami kepada isterinya yang diceraikannya sebagai hiburan dan tambahan 

uang sesuai kemampuan mereka. Mut'ah adalah harta yang diberikan 

suami kepada istri yang telah diceraikannya, seperti nafkah, pelayan, atau 

barang lain.
61

 Oleh karena itu, mut'ah adalah suatu hadiah yang diberikan 

oleh suami kepada mantan istrinya, baik berupa uang atau barang, dengan 

tujuan menghibur atau menghilangkan kesedihan karena perceraian 

mereka. 

Ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa 

suami harus memberikan mut'ah kepada mantan istrinya yang telah 

diceraikannya antara lain ayatnya adalah sebagai berikut: 

a. Surat Al-Ahzab ayat 49 

اَْإَِ ُٓ ىُ ام  َء  ٍُّ اَٱلَّزِٔه   ٔ أٓ اَل كُمَۡٔ َٰ َف م  سٌُُّهَُّ َمِهَق بۡلَِأ نَت م  َط لَّقۡتمٌُُُهَُّ تَِحمَُّ حۡتمَُُٱلۡمُؤۡمِى َٰ اَو ك  ر 

مِٕلََٗٗ احٗاَج  َس ش  حٌُُهَُّ س شِّ  َ َ تِّعٌُُهَُّ َف م  َوٍ  اٖۖ ةَٖت عۡت ذُّ َمِهَۡعِذَّ ٍِهَّ ٕۡ ل  َع 
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-

perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum 

kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 

'idd>ah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah 
mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-

baiknya.
62

 

 

 

 

 

                                                             
60

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas,  fiqih Munaqahat 

Khitbah, Nikah, dan talak, (Jakarta: Amzah, 2015),hlm. 207. 
61 Abu Malik Kamal, Fiqhus Sunnah Linnisa, Terj. Ahmad Zaeni, dkk. (Depok: Pustaka 

Khazanah Fawa‟id, 2016), hlm. 851. 
62 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, hlm. 600 



36 
 

 

b. Surat Al-Baqarah ayat 236 

َ
َّۚ
تٗ َف شِٔض  هَُّ َلٍ  َت فۡشِضُُاْ َۡ َأ  َت م سٌُُّهَُّ َل مۡ ا َم  اءٓ  َٱلىِّس  َط لَّقۡتمُُ َإنِ كُمۡ ٕۡ ل  َع  َجُى اح  لََّ

َ لّ  َع  قّ ا َح  عۡشَُفِٖۖ َبٱِلۡم  ا ع ۢ ت َٰ َم  سُيُۥ َق ذ  َٱلۡمُقۡتشِِ لّ  ع   َ َ سُيُۥ َق ذ  َٱلۡمُُسِعِ لّ  َع  تِّعٌُُهَُّ م   َ
ََ َٱلۡمُحۡسِىِٕه 

Tidak ada dosa bagimu menceraikan istri-istri kamu yang belum 

kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan 

hendaklah kamu bagi mereka mut‟ah. Bagi yang mampu menurut 

kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut 

kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut. yang 

merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.
63

 

 

c. Surat al-Baqarah ayat 241. 

ََ َٱلۡمُتَّقِٕه  لّ  قّ اَع  َح  عۡشَُفِٖۖ َبٱِلۡم  عُۢ ت َٰ تَِم  للِۡمُط لَّق َٰ  َ ََ َلِّلۡمُتَّقِٕه 

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh 

suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban 

bagi orang-orang yang bertakwa.
64

 

Surah al-Baqarah ayat 241 berbicara tentang bagaimana seorang 

suami harus memberikan mut'ah kepada mantan istrinya yang telah 

diceraikannya seperti halnya pakaian atau harta yang diberikan oleh 

seorang suami kepada mantan istrinya dapat dinamakan sebagai mut'ah.
65

 

Nafkah mut‟ah merupakan tuntutan yang diminta oleh istri 

daripada bekas suami melalui mahkamah syariah atas alasan diceraikan 

tanpa sebab yang munasabah. Istri yang diceraikan oleh suaminya berhak 

untuk mendapatkan ganti rugi sekiranya telah menjalankan tanggungjawab 

sebagai seorang istri di dalam rumah tangga, akan tetapi diceraikan oleh 
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suaminya tanpa sebab yang patut.
66

 

Nafkah mut'ah ialah pemberian suami kepada istri setelah 

perceraian, seperti uang, barang, atau apa pun sebagai penghormatan atau 

bantuan kepada mantan suami. Mut'ah juga disebut sebagai penghibur, 

kiswah, di sisi lain, berarti nafkah yang berupa pakaian atau pakaian. 

Suami memiliki tanggung jawab terhadap semua pakaian yang terkait 

dengan anggota badan istrinya.
67

 

Pasal 149, 158, 159, dan 160 Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

mengatur nafkah mut‟ah untuk istri, kecuali dalam kasus cerai talak qobla 

dukhul. Pada Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa 

bekas suami wajib memberikan mut‟ah dengan syarat mahar istri belum 

ditentukan, dan perceraian dilakukan atas kehendak suami. Jika syarat ini 

tidak terpenuhi, mut‟ah menjadi sunnat, sesuai dengan Pasal 159 KHI. 

Kadar mut‟ah diatur dalam Pasal 160 KHI, dan disesuaikan dengan 

kepatuhan istri dan kesanggupan suaminya.
68

 

Pada kewajiban memberi mut‟ah itu ada beberapa pendapat pada 

kalangan ulama. Golongan Zahiriyah berpendapat bahwa mut‟ah itu 

hukumnya wajib.
69

 Sementara beberapa orang berpendapat bahwa mut'ah 

itu hukumnya sunnah, ulama malikiyah berpendapat bahwa kewajiban 
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memberinya hanya berlaku dalam situasi tertentu. Hanafiyah berpendapat 

bahwa hukum wajib berlaku untuk suami yang mentalak istrinya sebelum 

digauli dan jumlah mahar tidak ditentukan. Sebaliknya, jumhur 

berpendapat bahwa mut'ah hanya berlaku untuk perceraian yang 

inisiatifnya berasal dari suami, seperti thalaq, kecuali jika mahar sudah 

dipengaruhi dan suami dan istrinya bercerai sebelum hubungan.
70

 

4. Nafkah Mad}iyah 

Nafkah artinya belanja, mad}iyah yang berasal dari kata َٓماض , yang 

mempunyai arti lampau atau terdahulu.
71

 Sedangkan di Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, istilah “lampau” mempunyai dua makna, yakni 

kemudian, lewat, serta lebih, sangat. Nafkah mad}iyah artinya belanja yang 

sudah waktu yang belum dipenuhi sang suami pada istri selama 

pekawinan.
72

 Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Ayat (5) juga 

mengatur bahwa suami/istri yang melalaikan kewajibannya  dapat di gugat 

ke Pengadilan domisili penggugat, dengan adanya Pasal tersebut, secara 

tidak langsung menyebut bahwa ketika suami melalaikan kewajibannya 

memberi nafkah, maka istri dapat mengajukan tuntutan nafkah terhutang 

melalui pengajuan gugatan di Pengadilan sesuai domisilinya.73 
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Ketika mereka menikah, tanggung jawab suami adalah memberikan 

nafkah kepada istrinya. Jika suami gagal membayar nafkah ini dalam 

waktu tiga bulan atau lebih, itu dapat dianggap sebagai hutang. Oleh 

karena itu, istri memiliki hak untuk menggugat suaminya di Pengadilan 

Agama untuk menuntut nafkah wajib atau nafkah yang belum dibayar oleh 

suami selama lebih dari tiga bulan berturut-turut, sesuai dengan shigat 

thalaq. Akibatnya, KHI tidak menjelaskan secara jelas terkait menuntut 

nafkah masa lalu yang sengaja dilalaikan.
74 

Istilah nafkah “mad}iyah” digunakan dalam putusan Pengadilan 

Agama Indonesia untuk menetapkan keputusan tentang nafkah masa lalu. 

Nafkah mad}iyah juga disebut sebagai nafkah terhutang, tertunggak, dan 

tak terbayar. Jika istri menuntut nafkah mad}iyah kepada suaminya selama 

masa perkawinan dan terbukti bahwa suami tidak dapat memberikan 

nafkah selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka perceraian dapat terjadi. 

Ini sesuai dengan shighat takliq atas istri yang diikrarkan suaminya setelah 

akad nikah, yang menyatakan bahwa:  

a. Suami meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut  

b. Suami tidak memberi biaya wajib kepada istrinya dalam waktu selama 

tiga bulan.  

c. Suami melakukan pelanggaran fisik terhadap istrinya 
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d. Suami meninggalkan atau tidak memperdulikan istrinya lagi selama 

enam bulan 

Apabila seorang suami tidak mampu membayar nafkah istrinya, 

hutang itu akan tetap menjadi hutang suami yang harus dibayar ketika 

suami tersebut mampu. Namun, ini tidak berarti bahwa kewajiban suami 

untuk membayar nafkah istrinya akan gugur, hutang itu akan dibayar 

sepenuhnya ketika suami istri bercerai.
75

 

C. Teori Asas Yang Digunakan Oleh Hakim Dalam Menentukan Jumlah 

Nafkah 

Dalam menentukan sebuah perkara di muka persidangan khususnya 

yang berkaitan tentang penentuan besaran biaya nafkah untuk istri pasca cerai 

karna talak, hakim menggunakan beberapa teori yakni diantaranya seperti asas 

Kepatutan, asas Kelayakan dan yang terakhir adalah asas Kemampuan. 

Adapun Asas Kepatutan dan Kelayakan disini terdapat dalam Qur‟an Surah 

Al-Baqarah: 241 yang berbunyi: 

ََ َٱلۡمُتَّقِٕه  لّ  قّ اَع  َح  عۡشَُفِٖۖ َبٱِلۡم  عُۢ ت َٰ تَِم  للِۡمُط لَّق َٰ  ََ

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh 

suaminya) mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban 

bagi orang-orang yang bertakwa.
76

 

 

Dalam ayat diatas menyebutkan kata patut. Terdapat tiga unsur 

kepatutan yang harus diperhatikan yakni patut dan layak berdasarkan pada 

kemampuan suami, patut atau layak bagi istri, serta patut atau layak menurut 
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adat yang berlaku di lingkungan tempat mereka hidup. 

Untuk mengetahui nilai-nilai kepatutan dan keadilan terhadap nominal 

nafkah idda>h yang diputus oleh hakim, penulis menggunakan rumus 

jurimetri dengan rumus sebagai berikut: 

 µ = (ń x 3)
77

 

µ = Presentase kenaikan angka kelayakan hidup 

ń = Jumlah tahun ditentukan presentase rata-rata AKH.
78

  

Menurut Nasir Asnawi dalam bukunya yang berjudul Pengantar 

Jurimetri dalam Penyelesaian Perkara Perdata Pendekatan Kualitatif dan 

Kuantitatif Terhadap Hukum mengungkapkan, bahwa pola penentuan nilai 

mut‟ah dibedakan pada dua keadaan, yaitu pasangan suami istri dikaruniai 

anak dengan koefisien 20% dan tidak dikaruniai anak dengan koefisien 10%. 

Maka pola penentuan nilai mut'ah nya adalah 

m=…% x p x l. 
79

 

m = Mut‟ah 

% = Jumlah keturunan dan pemenuhan yang dilakukan oleh suami 

p = Penghasilan yang dapat disisihkan 

l = Lama suami istri bersama (saling melayani satu sama lain) 
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Didalam hukum Islam dan didalam Undang-Undang diatur mengenai 

ketentuan terkait mantan suami harus memberikan nafkah idda>h terhadap 

mantan istrinya, bahkan mantan suami harus membayar mut'ah sepanjang ia 

memiliki kemampuan Sesuai dengan pasal 41 huruf e Undang- Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975 yang menyatakan "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas 

suami untuk memberi biaya perlindungan dan atau menentukan suatu 

kewajiban bagi bekas istri". Dengan ini hakim memiliki hak ex officio, di 

mana hakim bisa menghukum suami untuk memberikan hak-hak yang 

dimiliki oleh istri walaupun tidak ada dalam petitum permohonan.
80

 

Dalam menetapkan jumlah nafkah idda>h dan mut‟ah pasca perceraian 

salah satunya berdasarkan pertimbangan kemampuan suami, hal ini menjadi 

pertimbangan hakim meskipun istri menuntut jumlah nominalnya, hakim 

perlu melihat kemampuan suami seberapa besar jumlah yang disanggupinya. 

Karena apabila hakim mewajibkan suami untuk memberikanya dengan 

jumlah nominal yang dituntut istri maka hal tersebut akan merugikan suami, 

begitu pula sebaliknya apabila kemampuan suami terlalu tinggi dari tuntutan 

istri maka akan merugikan istri.
81
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Dalam Al-Qur‟an Surah At-Thalaq (65) ayat 7 yang berbunyi: 

م هَقذَُِ  َ َ ًِٖۦۖ تِ َس ع  َمِّه تٖ ع  َس  َرَُ َُلِٕىُفِقۡ َٱللَّّ لِّفُ َٔكُ  َلَ  َُّۚ َٱللَّّ ًُ ات ىَٰ َء  آ َمِمَّ َف لٕۡىُفِقۡ َسِصۡقًُُۥ ًِ ٕۡ ل  َع  س 

َعُسۡشَٖٔسُۡشٗا َُب عۡذ  لَُٱللَّّ ٕ جۡع  َس  ٍ اَّۚ ات ىَٰ آَء  َم  اَإلََِّ َو فۡس 

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. 

Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta 

yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada 

seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak 

akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.
82

 

 

Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa: 

1. Memberikan mut‟ah yang layak kepada mantan isteri baik berupa uang 

maupun benda, adapun besarnya mut‟ah ini disesuaikan dengan 

kepatutan atau kelayakan dan kemampuan mantan suami. 

2. Memberikan nafkah idda>h, tempat tinggal dan pakaian kepada mantan 

isteri dalam masa idda>h, kecuali mantan isteri telah dijatuhi talak ba‟in 

atau nusyūz dan dalam keadaan tidak hamil.  

3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya atau sebagian apabila 

qabla dukhūl.
83

 

Penafsiran hakim dalam menetapkan nafkah baik itu nafkah idda>h, 

mut‟ah, maupun nafkah mad}iyah dapat dikatakan penafsiran yang bersifat 

progresif karena telah mempertimbangkan sisi keadilan bagi istri dengan 

tetap berlandaskan pada ketentuan yang ada. Hakim memandang adanya 

keharusan kepada para suami untuk memberikan nafkah terhadap istri ketika 

terjadi perceraian yakni berupa nafkah idda>h, mut‟ah, dan mad}iyah yang 
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bertujuan untuk mewujudkan rasa keadilan dengan tetap mempertimbangkan 

atau memperhatikan kemampuan suami.
84
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian hukum 

normatif, dimana penelitian dilakukan dengan cara mengkaji dokumen 

kepustakaan atau data sekunder saja. Penelitian hukum normatif adalah jenis 

penelitian hukum yang hanya mempelajari dokumen kepustakaan atau sumber 

sekunder.
85

 Penelitan ini juga menggunakan bahan pustaka/kepustakaan 

(library research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sehingga 

melalui penelitian ini dapat memperoleh gambaran mengenai analisis hukum 

Islam terhadap pemberian nafkah mut‟ah, idda>h, mad}iyah dalam cerai talak 

dalam Putusan No. 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt. 

B. Sumber data 

1. Sumber Data Primer 

Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama, 

dan tidak tersedia dalam bentuk file terkompilasi atau file. Narasumber, atau 

dalam istilah teknisnya responden, adalah orang yang kita jadikan objek 

penelitian atau orang yang kita gunakan untuk mendapatkan data atau 

informasi.
86

 Sumber utama penelitian ini adalah surat putusan nomor 

2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt. 
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2. Data Sekunder 

Sumber data sekunder yakni informasi berupa dokumen dan bahan 

yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam artikel ini data sekunder 

meliputi informasi yang diperoleh dari sumber-sumber seperti buku, jurnal, 

artikel, Undang-Undang dan yang mengatur tentang adanya ketentuan nafkah 

seperti mut'ah, idda>h, madiyah. Selain itu, informasi sekunder berupa hasil 

wawancara dengan salah satu narasumber yakni Hakim di Pengadilan Agama 

Purwokerto.  

C. Teknik Pengumpulan Data 

Setelah mendapatkan data dalam menyelesaikan penelitian penulis 

menggunakan metode: 

1. Wawancara  

Pertanyaan yang diajukan secara lisan kepada narasumber yang 

dianggap memiliki informasi yang diperlukan oleh peneliti dikenal sebagai 

wawancara. Untuk mengetahui bagaimana menentukan hak nafkah dari 

pasangan yang bercerai.
87

  Penulis melakukan dialog dengan seorang hakim 

yang sudah pernah mengatasi perkara perceraian khususnya kasus cerai talak 

yang ada di Pengadilan Agama Purwokerto dan bagaimana cara hakim pada 

saat memutuskan hak nafkah bagi perempuan yang diceraikan.  

Jenis wawancara penulis adalah jenis wawancara semi formal, dimana 

pelaksanaanya lebih bebas dan menjadi lebih terbuka dan juga narasumber 

harus menyampaikan pemikirannya. Penulis juga mendengarkan dengan 
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seksama dan mencatat apa yang dikatakan oleh penanggung jawab.  

Penulis menunjuk informan yaitu, hakim pada Pengadilan Agama 

Purwokerto yang  menangani perkara perceraian khususnya kasus perkara 

cerai talak yang dapat menjadi narasumber untuk diwawancarai. Pemilihan 

sample ini didasarkan pada pandangan subyektif dari penulis. 

2. Studi Pustaka 

Penulis mengumpulkan informasi melalui beberapa jurnal, internet dan 

sejumlah buku. Oleh karna itu, penulis tidak lepas dari literatur kepustakaan, 

sehingga kajian kepustakaan merupakan bagian yang juga penting pada 

penelitian ini. 

D. Analisis Data 

Berdasarkan data yang dikumpulkan untuk menganalisis data yang 

dikumpulkan, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dan diperkuat 

dengan wawancara hakim Pengadilan Agama Purwokerto. Dalam melakukan 

analisis penulis juga lebih menekankan pada kajian teori yang digunakan 

penulis untuk memperkuat gagasan dan lebih memastikan apakah putusan 

yang di jatuhkan oleh hakim telah sesuai dan sudah berkekuatan hukum tetap. 

Oleh karena itu, penulis akan menjelaskan tentang analisis ketentuan hukum 

Islam tentang mut'ah, idda>h, mad}iyah dalam perkara perceraian sebagaimana 

tertuang dalam Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA. Pwt. 

Untuk mempermudah pemahaman dan menghindari agar tidak banyak 

terjadi kesalahan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa 

metode dalam analisis data, diantaranya: 
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3. Reduksi data  

Reduksi data adalah proses yang berfokus pada pemilihan, 

pengambilan, dan transformasi data kasar yang berasal dari catatan tertulis di 

lapangan. Penulis memilih data yang diperlukan dan tidak diperlukan dari 

semua data yang dikumpulkan.
88

 

Setelah data dikumpulkan, penulis harus mengolah dan memisahkan 

data tersebut. Penulis harus menentukan subjek penelitian mana yang akan 

difokuskan sesuai dengan masalah yang mereka pelajari.  

4. Penyajian Data 

Penelitian kualitatif dapat menyajikan data dalam bentuk bagan, uraian 

tingkat, atau korelasi antar kategori. Teks naratif adalah cara yang paling 

umum untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif. penyusunan 

keterangan kompleks ke dalam bentuk sistematis, yang membuatnya lebih 

selektif, sederhana, dan memberikan kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan data dan pengambilan tindakan.
89

 

5. Metode Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan adalah tahap akhir dari proses analisis data, di 

mana data harus diuji untuk kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya, 

yang merupakan validitasnya. Penulis membuat kesimpulan berdasarkan data 

yang dikumpulkan dari dokumentasi dan wawancara. Akibatnya, dasar hukum 

yang digunakan hakim untuk menentukan besaran nafkah mut'ah, idda>h, 

mad}iyah dalam Putusan Nomor: 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt terjawab 
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dengan jelas.
90

 Penulis memberi kesimpulan atas data yang dikumpulkan 

melalui wawancara dan dokumentasi. guna untuk dijadikan sebagai dasar 

hukum yang digunakan hakim untuk menentukan besaran nafkah mut'ah, 

idda>h, mad}iyah pada Putusan Nomor: 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt bisa terjawab 

dengan jelas. 

. 
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BAB IV 

PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM MENENTUKAN 

BESARAN BIAYA NAFKAH MUT’AH, IDDA>H, MAD}IYAH  SUAMI 

TERHADAP ISTRI YANG DI CERAI  

(Studi Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt) 

A. Duduk Perkara Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt Tentang 

Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menentukan Besaran Nafkah 

Mut’ah, Idda>h, Mad}iyah Terhadap Istri Yang Dicerai 

Dalam Surat permohonan cerai talak yang diajukan oleh pihak suami 

terhadap pihak istri diajukan pada tanggal 14 November 2022 di Kepaniteraan 

Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt. 

Suami bertindak sebagai Pemohon, dan istri bertindak sebagai termohon 

Keputusan ini didasarkan pada fakta bahwa Pemohon dan Termohon 

melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten 

Banyumas pada Senin, 10 Februari 2003, yang dapat dibuktikan dengan 

Kutipan Akta Nikah No. 30/16/2003. Pemohon dan Termohon setelah 

menikah bertempat tinggal di rumah orangtua termohon di Kabupaten 

Banyumas selama 7 tahun, setelah itu pada tahun 2010 Pemohon dan 

Termohon serta anak-anak pindah tinggal dirumah yang dibeli Termohon 

selama 2 tahun, lalu rumah tersebut dijual dan Pemohon dan Termohon 

beserta anak-anak pindah kerumah baru yang beralamat di Kecamatan 

Purwokerto Timur. Setelah menikah pemohon dan termohon telah melakukan 

hubungan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, 2 perempuan dan 1 
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laki-laki.
91

 

Pada awalnya, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon 

adalah harmonis dan rukun. Namun, sejak tahun 2010, perkawinan mulai 

goyah dan muncul perselisihan, yang pada akhirnya mencapai puncaknya awal 

September tahun 2022 yang disebabkan karna sering terjadi cekcok antara 

Pemohon dan Termohon, menurut Pemohon, Termohon sebagai seorang istri 

sudah tidak pernah menghargai Pemohon layaknya sebagi seorang suami, 

Termohon selalu menuntut hidup berlebihan dan tidak pernah mau hidup 

sederhana, dan kurangnya rasa percaya antara Pemohon dan Termohon. 

Karena perselisihan dan ketidakharmonisan yang telah terjadi antara Pemohon 

dan Termohon, maka tidak ada lagi pertahanan untuk membangun rumah 

tangga secara rukun antara Pemohon dan Termohon. 
92

 

Berdasarkan argumen yang diajukan oleh Pemohon, mereka meminta 

majelis hakim Pengadilan Agama Purwokerto untuk menerima, memeriksa, 

dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:  

a. Mengabulkan Permohonan Pemohon 

b. Memberikan ijin kepada Pemohon  untuk menjatuhkan Talak satu 

Raj‟i kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama 

Purwokerto.
93

 

Untuk menyelidiki masalah ini, para pihak telah dipanggil secara resmi 

untuk menghadiri persidangan. Pemohon dan Termohon telah diundang untuk 
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menghadiri persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan. 

Selanjutnya, pihak yang berperkara memilih seorang mediator untuk 

membantu perdamaian antara Pemohon dan Termohon. Namun, laporan 

mediator menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil karena Pemohon 

tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon. Sidang berikutnya 

adalah pembacaan gugatan. Pemohon tetap mempertahankan isi gugatan.  

Setelah itu, majelis hakim memberikan kesempatan kepada Termohon 

untuk menjawab. Termohon menggunakan kesempatan ini dengan menjawab 

secara tertulis dalam konvensi dan rekonvensi berikut: Dalam Konvensi, 

Termohon secara tegas menolak semua tuduhan yang diajukan 

terhadap Termohon kecuali tuduhan yang diakui secara tegas oleh Termohon 

yakni bahwa mereka adalah suami istri yang sah, pernah tinggal bersama, dan 

memiliki anak. Tidak benar jika Termohon dianggap tidak mempercayai 

Pemohon, akan tetapi Pemohon sering menunjukan bahwa Pemohon memiliki 

hubungan asmara dengan wanita lain.  

Termohon juga tidak pernah menuntut untuk hidup serba kecukupan, 

bahkan selama ini Termohon juga membantu perekonomian keluarga dengan 

berdagang kelapa parut yang mana sudah Termohon tekuni selama 16 tahun, 

jadi permohonan cerai talak Pemohon tidak mendasar. Bahwa selama 

Pemohon memiliki angsuran rumah bersama, Pemohon sama sekali tidak 

memberikan nafkah wajib karena uang tersebut digunakan Pemohon untuk 

mengangsur rumah. Pemohon selalu menghormati Pemohon layaknya suami, 

bahkan ketika Pemohon kepergok selingkuh bersama wanita lain. Pemohon 
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juga sudah lama memutus komunikasi dengan Termohon dan anak-anak. 

Bahwa tertanggal 6 September 2022 Pemohon kepergok ketahuan sedang 

berada dirumah wanita selingkuhannya tersebut sehingga digrebek oleh 

Termohon dan warga desa Keniten-Kedungbanteng sekitar pukul 21.00.
94

 

Sebagai istri yang dicerai, penggugat rekonvensi memiliki hak yang 

harus dipenuhi oleh tergugat, yaitu nafkah idda>h sebesar 2.500.000 rupiah 

setiap bulan selama tiga bulan berturut-turut yang dihitung jadi total 

7.500.000, mut'ah sebesar 20.000.000, dan mad}iyah sebesar 2.000.000  sejak 

November 2020 hingga putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
95

 

Pemohon diberi kesempatan oleh majelis hakim untuk mengajukan 

bukti, baik surat maupun saksi, untuk mendukung bukti gugatannya. Pemohon 

mengajukan bukti berikut: 

a. Fotokopi kartu tanda penduduk, yang telah dilengkapi dengan 

materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya. 

b. Fotokopi buku kutipan akta nikah tanggal 10 Februari tahun 2003, 

bukti tersebut bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya. 

Selain bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, 

Pemohon juga mengajukan alat bukti lain yaitu alat bukti saksi.  

Kesaksian pertama diberikan oleh saksi pertama di bawah sumpah. 

Saksi menyatakan bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon, saksi 

membenarkan bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2003. 
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Saksi membenarkan bahwa selama Pemohon dan Termohon menikah sudah 

dikaruniai 3 orang anak. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon 

tinggal bersama dikabupaten Banyumas. Saksi mengatakan bahwa setau saksi 

sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah alias pisah 

berpisah. Saksi mengatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah sejak 

kurang lebih 8 bulan yang lalu. Saksi mengatakan bahwa dirinya belum pernah 

melihat pertengkaran antara keduanya, namun Pemohon curhat atau bercerita 

kepada saksi bahwa rumah tangganya tidak harmonis dan sering bertengkar. 

Pemohon mengungkapkan kepada saksi bahwa kondisi ekonomi keluarganya 

sedang tidak baik dan Pemohon sering tidur dikantor sehingga membiarkan 

Termohon di rumah sendiri. Saksi juga membenarkan bahwa Pemohon adalah 

Pegawai BUMN Kereta Api Persero, dan saksi tidak mengetahui apakah 

Pemohon dan Termohon sudah didamaikan atau belum.
96

 

Saksi Kedua merupakan teman Pemohon, saksi memberikan 

kesaksiannya bahwa selama ini saksi hanya mengetahui dari cerita Pemohon 

kepada saksi bahwa rumah tangganya sering terjadi pertengkaran. Saksi 

mengungkapkan bahwa akar permasalahannya adalah karna faktor ekonomi, 

dimana menurut saksi Termohon itu sering menuntut nafkah yang berlebihan 

terhadap Pemohon. Saksi juga membenarkan bahwa Pemohon pernah di 

grebek oleh Termohon dan ketua RT karena Pemohon mengakuinya sendiri, 

akan tetapi saksi tidak tau akar penyebabnya itu apa. Saksi membenarkan 

bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak 8 bulan yang lalu. Saksi 
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juga sudah berusaha menasihati Pemohon akan tetapi Pemohon bersikeras 

untuk tetap pisah.
97

 

Setelah Pemohon mengajukan buktinya di persidangan, Termohon 

diberi kesempatan untuk mengajukan bukti. Termohon mengajukan bukti 

tertulis atau surat bersama dengan dua saksi. Beberapa dari bukti surat 

Termohon adalah sebagai berikut: 

a. Fotokopi kartu tanda penduduk, bukti tersebut telah disesuaikan 

dan diberi materai. 

b. Fotokopi kartu keluarga, bukti tersebut sudah dicocokan dengan 

aslinya dan ternyata sama. 

c. Fotokopi buku kutipan akta nikah tanggal 10 Februari tahun 2003, 

bukti tersebut bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya. 

d. Fotokopi slip gaji Desember 2022, atas nama pemohon yang 

dikeluarkan oleh UPT Resot Jembatan 51 Purwokerto, bukti 

tersebut telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan 

aslinya. 

e. Fotokopi surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pemohon 

tanggal 6 September tahun 2022, bukti tersebut sudah bermaterai 

cukup dan sesuai dengan aslinya. 
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f. Screenshot foto Termohon, yang kemudian bukti tersebut 

dicocokan dengan aslinya dan ternyata sama dan telah diberi 

materai cukup
98

 

Selain bukti surat yang diberikan oleh Termohon, Termohon juga 

membawa alat bukti lain yakni saksi agar dapat menguatkan pembuktian. 

Saksi pertama yang memberikan kesaksian di bawah sumpah dimana 

dia adalah anak kandung dari Pemohon dan Termohon, dan saksi 

membenarkan bahwa keduanya sudah pisah rumah karena ada pihak ketiga 

yakni wanita selingkuhan Pemohon. Saksi mengatakan bahwa Pemohon sering 

pulang larut malam, saksi sebagai anaknya berusaha mencari tau keberadaan 

Pemohon dimana, ternyata Pemohon sedang berada di rumah wanita 

selingkuhannya tersebut. Saksi membenarkan bahwa Pemohon adalah 

Pegawai BUMN Kereta Api Persero dibagian kontrol jembatan kereta api. 

Saksi mengungkapkan bahwa penghasilan Pemohon adalah sebesar Rp. 

7.000.000 setiap bulan dan itu sudah bersih. Saksi mengatakan bahwa rumah, 

mobil, dan sepeda motor milik Pemohon dibeli sewaktu saksi masih sekolah di 

SLTP.
99

 

Saksi kedua menyatakan dengan sumpah bahwa saksi tidak memiliki 

hubungan saudara antara Pemohon dan Termohon, saksi mengatakan bahwa 

saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, sebab saksi adalah mantan suami 

dari wanita simpanan Pemohon. Saksi mengatakan bahwa saksi sudah bercerai 
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dengan wanita selingkuhan Pemohon sejak tahun 2021 yang lalu. Saksi juga 

mengatakan bahwa sebelum saksi bercerai, Pemohon sudah terlebih dulu 

berselingkuh dengan wanita tersebut sampai akhirnya wanita tersebut 

menggugat cerai saksi. Bahwa sampai sekarang anatara Pemohon dan wanita 

selingkuhannya tersebut bahkan sudah menikah siri. Saksi mengetahui dan 

menyaksikan sendiri saat Termohon menggrebek Pemohon dengan mantan 

istrinya tersebut. Saksi juga membenarkan bahwa pekerjaan Pemohon adalah 

Pegawai BUMN Kereta Api Persero dibagian pengelola rel jembatan kereta 

api. Saksi juga mengatakan bahwa Pemohon sekarang tinggal dirumah wanita 

selingkuhannya tersebut di Keniten, dengan aasan karna sudah menikah siri.
100

 

Majelis hakim membuat keputusannya berdasarkan duduk perkara, 

fakta-fakta, dan keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak. Mereka 

mempertimbangkan keterangan saksi dan konvensi antara Pemohon dan 

Termohon., terbukti benar bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan 

Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2010, yang 

menurut pengakuan pemohon puncaknya pada bulan September 2022, yang 

mengakibatkan pisah ranjang antara keduanya, Ini menunjukkan bahwa 

hubungan rumah tangga antara keduanya tidak dapat dipertahankan lagi. 

Dalam peradilan ini, majelis hakim Pengadilan Agama Purwokerto 

memutuskan bahwa permohonan Pemohon dikabulkan. Mereka juga 

memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada 

Termohon. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi sebagian dan 
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menetapkan bahwa tergugat rekonvensi harus memberikan nafkah kepada tiga 

orang anak mereka setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun 

diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Hakim juga menetapkan bahwa 

tergugat rekonvensi harus memberikan nafkah idda>h sebesar Rp. 4.500.000,- 

(empat juta lima ratus ribu rupiah), nafkah mut‟ah sebesar Rp. 10.000.000,- 

(sepuluh juta rupiah), nafkah mad}iyah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), 

dan menolak gugatan rekonvensi penggugat lainnya. Pemohon atau tergugat 

rekonvensi dikenakan biaya perkara sebesar Rp. 415.000,- (empat ratus lima 

belas ribu rupiah) dalam konvensi dan rekonvensi.
101

 

B. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor 

2514/Pdt.G/2022/Pa.Pwt Tentang Pemberian Nafkah Mut’ah, Idda>h, 

Mad}iyah Suami Terhadap Istri Yang Dicerai 

Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan suatu kasus, mengacu 

pada berbagai landasan yakni seperti al-Qur'an, Hadis, Ijma‟, Qiyas, Undang-

Undang hukum Indonesia yang berlaku seperti Undang-Undang Pasal 24 Ayat 

(2) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa kehakiman memiliki otoritas 

bebas untuk menjalankan peradilan guna untuk menegakan hukum yang ada 

dan UU lainnya yang berkaitan dengan kekuasaan Kehakiman, Sema No 7 

Tahun 2012 yang disempurnakan juga dengan adanya Sema No 7 Tahun 2018 

yang berisi tentang bagaimana kekuasaan kehakiman dalam memutus perkara 

di muka persidangan.  
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Majelis Hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara juga mengacu 

pada pendapat para ulama yang relevan dengan permasalahan hak nafkah istri 

oleh suami pasca perceraian.  Para hakim juga mempertimbangkan berbagai 

hal tersebut berdasarkan fakta atau bukti yang ada di persidangan, ada beberapa 

kondisi tertentu keadilan dan kemanfaatan yang harus diutamakan, maka hakim 

diperkenankan untuk menyeimbangkan kondisi tersebut.  

Pada prakteknya, ada beberapa putusan hakim di Pengadilan Agama 

yang menggunakan hak ex officio untuk melindungi hak-hak perempuan pasca 

perceraian, diantaranya dalam menentukan jumlah nafkah idda>h,  

mut‟ah, mad}iyah. Dalam proses pengadilan perkara, hakim tidak boleh 

memihak. Namun, dalam situasi tertentu di mana keadilan dan 

kemufakatan harus diutamakan, hakim dapat menyeimbangkan keadaan 

tersebut. Pada kenyataannya, hakim telah menggunakan hak ex officio mereka 

untuk melindungi hak-hak perempuan setelah perceraian, termasuk 

menentukan jumlah nafkah idda>h, mut‟ah, mad}iyah.102
   

Hakim yang memeriksa perkara diberi hak ex officio hakim, yang 

berarti kemerdekaan, kebebasan, dan tanggung jawab untuk memanfaatkan 

secara optimal segala potensi yang diberikan kepadanya dan menjalankan 

secara proporsional segala kewenangan yang diberikan oleh jabatannya untuk 
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melakukan tindakan hukum secara khusus dipersidangan, termasuk memeriksa, 

mengadili, dan menyelesaikan perkara tanpa permintaan.
103

 

Hakim menggunakan hak ex officio untuk menentukan jumlah nafkah 

idda>h, mut’ah, mad }iyah akan tetapi bila istri tidak meminta sejumlah nafkah 

saat perceraian, sementara istri itu memang membutuhkan dan tidak termasuk 

dalam kategori nusyuz, maka hakim akan melihat kondisi istri pada saat 

sidang perceraian berlangsung, kehadiran pihak istri sangat penting karena 

hakim harus melihat serta mengetahui apakah istri benar-benar 

tidak membutuhkan apa pun. Karena hakim tidak akan membebankan nafkah 

kepada suami karena mereka tidak tahu kondisi sebenarnya dari istri, maka dari 

itu kehadiran pihak istri sangat penting saat persidangan berlangsung. 

Putusan hakim adalah hasil akhir dari proses persidangan di 

pengadilan. Pengadilan adalah tempat terakhir di mana para pencari keadilan 

dapat melarikan diri, sehingga keputusan yang dibuat oleh hakim harus 

memenuhi tuntutan para pencari keadilan. Dalam Undang-Undang No. 48 

Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Pasal 10 ayat (1) menyatakan 

bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan 

memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak 

ada atau kurang jelas. Namun, Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 

menyatakan bahwa seorang hakim harus mempelajari, mengikuti, dan 
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memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan saat menjalankan tugasnya. 
104

 

Pada proses penyelesaian masalah di persidangan, hakim mempunyai 

peran buat menemukan hukum yang sesuai. Hakim saat menjatuhkan putusan 

tidak hanya mengacu di undang-undang saja, karena kemungkinan undang-

undang tidak mengatur secara rinci, sebagai akibatnya hakim dituntut buat 

bisa menggali nilai-nilai hukum seperti aturan norma, dan aturan yang tidak 

tertulis.
105

 Pada hal tersebut hakim harus menggali dan merumuskannya pada 

suatu putusan. Putusan hakim tersebut adalah bagian dari proses penegakan 

aturan atau terwujudnya kepastian hukum. Kepastian aturan yang dituangkan 

didalam putusan hakim itu merupakan produk penegak aturan yang 

dilandaskan pada keterangan saat persidangan yang relevan secara yuridis asal 

hasil proses penyelesaian kasus di persidangan.
106

 Penerapan hukum wajib 

sinkron menggunakan perkara yang terjadi, sebagai akibatnyaa hakim dituntut 

buat selalu dapat menafsirkan makna undang-undang juga peraturan lain yang 

dijadikan dasar putusan. Penerapan aturan wajib sinkron dengan perkara yang 

diadili secara utuh, bijaksana serta objektif. 

Menurut Bapak Drs. Fuad Amin selaku hakim di Pengadilan Agama 

Purwokerto dalam wawancaranya beliau mengungkapkan bahwa cara hakim 

dalam mempertimbangkan sebuah perkara khususnya nafkah di muka 

persidangan yakni dengan mengakumulasikan gugatan istri dan 
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menyeimbangkan gugatan tersebut yaitu dengan cara menurunkan jumlah yang 

dituntut oleh istri serta menyadarkan suami untuk memberikan jumlah nafkah 

idda>h, mut’ah, mad }iyah yang sewajarnya, sehingga didapatkan titik-tengah 

besarnya jumlah nafkah tersebut.
107

 

Apabila pada saat persidangan terdapat pendapat yang berbeda antara 

ketiga Majelis Hakim, maka yang pertama dimintai pendapat adalah hakim 

yang paling junior, yang istilahnya pekerjaan hakim tersebut masih sedikit 

atau belum lama. Kemudian anggota hakim senior yang satu juga ditanya 

tentang pendapatnya, kemudian dari dua pendapat ini hakim ketua bisa 

mengambil dari salahsatunya, bisa dari jalan tengah antara keduanya, bisa juga 

mengambil dari salah satunya, akan tetapi keputusan itu nantinya kembali juga 

sesuai dengan keputusan ketua Majelis Hakim itu sendiri. Informasi dari 

hakim satu dan hakim 2 disampaikan ketua majelis akan tetapi tidak memikat 

pada pendapat ketua majelis, tapi hakim anggota bisa Dissenting opinion bisa 

berbeda, akan tepai yang nantinya ada dalam Amar Putusan adalah keputusan 

dari ketua majelis.
108

 

Aspek yang paling penting dari undang-undang adalah aspek yuridis. 

Ini ditunjukkan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pasal 

34 ayat 1, dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Instruksi Presiden 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 80 ayat 4. Namun, Undang-

Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
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tidak memberikan penjelasan yang jelas tentang aturan nafkah halal. Tidak ada 

yang menjelaskan apakah mengajukan tuntutan nafkah mad}iyah sah atau 

tidak.
109

 

Segala peraturan yang berasal dari perundang-undangan negara dan 

syariat Islam yang mengatur bagaimana kemuka pengadilan bertindak dan 

bagaimana pengadilan menyelesaikan perkara untuk mewujudkan hukum 

materiil yang menjadi kekuasaan Pengadilan Agama dikenal juga sebagai 

hukum acara pengadilan agama.
110

 

Salah satu cara terbaik untuk menentukan hukum perceraian sebagai 

subsistem hukum perkawinan adalah melalui putusan Pengadilan Agama atau 

Pengadilan Negeri. Ini karena putusan Pengadilan sendiri merupakan produk 

dari pembentukan norma hukum. Hakim Pengadilan Agama atau Negeri harus 

memberikan alasan hukum untuk mendukung keputusan mereka dalam kasus 

perceraian. Putusan yang dibuat oleh pengadilan agama atau negeri bertujuan 

untuk menetapkan standar hukum yang abstrak tentang perceraian ketika apa 

yang seharusnya sesuai dengan standar tersebut tidak terjadi. Selain peraturan 

perundang-undangan, keputusan pengadilan merupakan sumber hukum utama 

untuk hukum perceraian dalam sistem hukum perkawinan.
111

  

Putusan hakim adalah hasil akhir dari proses persidangan di 
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pengadilan, karena pengadilan adalah tempat terakhir bagi para pencari 

keadilan untuk melakukan langkah terakhir atas keputusasaan karena 

permasalahan dalam pernikahannya. Putusan hakim pula harus memenuhi 

tuntutan atas kehendak mereka. Hakim memiliki tugas untuk menemukan 

hukum dengan tepat selama proses penyelesaian masalah di persidangan. Saat 

hakim membuat keputusan, mereka tidak hanya mengacu pada undang-undang 

karena undang-undang mungkin kurang jelas dimengerti oleh orang awam. 

Karena itu, mereka harus mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum seperti 

halnya hukum adat dan hukum yang tidak tertulis yang ada di masyarakat.
112

 

Tidak dapat disangsikan lagi bahwa, berdasarkan isi Pasal 5 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang fungsi utama hakim adalah 

untuk mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya dengan seadil-

adilnya, tanpa membedakan orang baik itu berdasarkan suku, agama, ras, dan 

golongan, jabatan, atau kekayaan. Pada hakikatnya, tanggung jawab hakim 

untuk mengadili kasus terdiri dari dua makna yakni menegakkan keadilan dan 

menegakkan hukum.
113

 

Menurut Pasal 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, 

Pengadilan Tinggi Agama memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk 

mengadili perkara yang berada di bawah kewenangan Pengadilan Agama di 
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tingkat banding. Selain itu, Pengadilan Tinggi Agama memiliki wewenang 

dan tanggung jawab untuk mengadili perkara di tingkat pertama dan terakhir 

dari kewenangan Pengadilan Agama di wilayah hukumnya.
114

 

Proses peradilan pada Perkara Putusan Nomor 

2514/Pdt.G.2022/PA.Pwt ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Purwokerto 

yang dihadiri oleh Drs. H. Risno sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Juhri, M. 

H. serta Drs. H. Imam Khusaini masing-masing sebagai Hakim Anggota serta 

dibantu pula oleh Ardi Kristanto, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti. 

Dalam putusan perkara ini terdapat dasar hukum yang kuat dan sesuai dengan 

syara‟ yang dijadikan oleh hakim sebagai pertimbangan untuk memutuskan 

perkara dalam penyelesaian Perkara Cerai Talak sesuai dengan Putusan 

Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt.
115

 

Dalam putusan Perkara Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt ini, 

Pengadilan Agama Purwokerto telah menetapkan bahwa, berdasarkan pasal 

130 HIR dan ketentuan pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016, yang 

menjelaskan bahwasa mediasi harus dilakukan dalam perkara perdata, dan 

laporan mediator menunjukkan bahwa mediasi telah dilakukan akan tetapi 

gagal. Selain itu, majelis hakim telah melakukan upaya damai tersebut dengan 

metode mediasi yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah 

Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tetapi kedua upaya mediasi 

tersebut tidak berhasil. Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di rumah 
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tangga Pemohon dan Termohon telah mencapai tingkat yang sangat tinggi 

sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk kembali ke kehidupan 

normal.
116

 

Bukti yang berupa fotocopy slip gaji yang aslinya dikeluarkan oleh 

UPT Resot Jembatan 51 Purwokerto/DAOP V bulan Desember tahun 2022 

atas nama pemohon, alat bukti tersebut merupakan bukti yang asli dan 

mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat karena aslinya 

bermaterai cukup dan isi tidak dibantah oleh Pemohon.
117

 Oleh karena itu, 

pemohon terbukti menerima kompensasi di tempat kerjanya sebesar Rp. 

5.023.477,- (lima juta dua puluh tiga empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah).. 

Berdasarkan Pasal 172 R.Bg jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 (direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi 

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006), sudah sesuai dengan 

adanya kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi, yang masing-masing 

adalah anggota keluarga dekat pemohon dan termohon, hal tersebut didasarkan 

pada pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran saksi secara langsung.
118

 

Dengan demikian kedua orang saksi pemohon dan termohon dipandang telah 

memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut 

merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian. 

Berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon ternyata 

telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang memperjelas dan 
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mempertegas bahwa kondisi rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah 

tidak harmonis lagi karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang 

terus menerus yang disebabkan karena Pemohon selingkuh dengan wanita 

lain. Karena perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka antara Pemohon dan 

Termohon telah berpisah selama 8 bulan. Pemohon pergi meninggalkan 

Termohon dan tinggal dirumah selingkuhannya karena sekarang 

selingkuhannya tersebut sudah dinikahi siri oleh Pemohon, usaha 

mendamaikan keduanyapun tidak berhasil.
119

 

Didalamnya juga terbukti Pemohon sebagai Pegawai BUMN Kereta 

Api Persero yang dirinya mempunyai penghasilan bersih sebesar Rp. 

5.023.477,-(lima juta dua puluh tiga empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) 

perbulan. 

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan pada Pasal 149, huruf (b), 

Kompilasi Hukum Islam, "jika putusnya perkawinan karena talak, maka 

mantan suami wajib memberikan maskan, kiswah kepada mantan istri pada 

saat Idda>h, kecuali mantan istri telah diberikan talak ba'in atau nusyuz dan 

dalam kondisi tidak hamil.” 

Berdasarkan bukti keterangan para saksi dan juga pengakuan termohon 

terbukti bahwa penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi telah hidup 

bersama sebagai suami istri selama 20 (dua puluh) tahun, yang menunjukkan 

bahwa penggugat rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai istri dan telah 

mengorbankan segalanya untuk membuat rumah tangganya bahagia, termasuk 

                                                             
119 Salinan Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt, hlm.20. 



68 

 

 

memiliki tiga anak. Oleh karena itu, penggugat rekonvensi berhak atas 

kehidupan yang layak sebagai istri. 

Dalam surat Putusan Pengadilan Agama Purwokerto tentang kasus 

Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt, hakim menyatakan bahwa mediator telah 

menyelesaikan tugasnya untuk memediasi kedua belah pihak pada tanggal 1 

Desember 2022, akan tetapi mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan 

damai. Selanjutnya, dalam setiap persidangan, majelis hakim telah berusaha 

mendamaikan kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil. Majelis hakim 

berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan telah memenuhi ketentuan pasal yang mengatur 

tentang upaya mediator dan majelis hakim untuk mendamaikan pihak-

pihak.
120

 

Dalam putusan ini terbukti juga bahwa tergugat bekerja sebagai 

pegawai BUMN Kereta Api Persero, maka dari itu majelis hakim menentukan 

besaran nafkah untuk istri bagi suami yang tadinya tuntutan Rekonvensi 

nafkah idda>h sebesar Rp.7.500.000 menjadi Rp. 4.500.000, nafkah mut’ah 

yang tadinya sebesar Rp.20.000.000 setelah dipertimbangkan ulang menjadi 

Rp.10.000.000, nafkah mad}iyah yang tadinya Rp. 2.000.000 terhitung sejak 8 

bulan terakhir menjadi Rp.8.000.000.
121

 Hal tersebut dapat di putuskan karena 

terdakwa hanya bekerja sebagai karyawan BUMN Kereta Api Persero yang 
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setelah diselidiki terbukti bahwa penghasilan bersih dalam satu bulan hanya 

Rp.5.023.477, putusan ini juga sudah menjadi pertimbangan hukum yang sah 

dan sudah dicantumkan dalam Amar Putusan.
122

 

Berdasarkan analisis yang penulis kaji, putusan ini sudah sesuai 

dengan teori kepastian hukum, karna sudah mencakup berbagai frasa, yakni 

frasa keadilan dan kemanfaaan. Putusan ini juga sudah berkeadilan karna 

kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon sudah mendapatkan hak-

haknya. Mengapa dikatakan sudah berkepastian hukum? Yakni karena putusan 

ini sudah berkekuatan hukum tetap, bagaimanapun suami apabila sudah 

menceraikan istri harus memberikan nafkah baik itu nafkah Mut‟ah, Idda>h, 

Mad}iyah ataupun hak apa saja yang diputuskan oleh hakim. 

Dalam perkara Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt, hakim pula sudah 

memakai dasar-dasar yang dianggap paling relevan guna menjadi bahan 

pertimbangan dalam memutus masalah tadi mengenai besaran nafkah idda>h, 

mut’ah, mad}iyah. Pada saat mempertimbangkan nafkah tersebut, hakim 

mengacu pada kewajiban suami untuk menafkahi istrinya yang ditegaskan 

dalam al-Qur‟an Surah Al-baqarah (QS.2) ayat 227 sebagai berikut: 

لِٕمََٞ مِٕعٌَع  س   َ َٱللَّّ َف ئنَِّ ق  مُُاَْٱلطَّل َٰ ض  إِنَۡع   َ 

“apabila mereka ber‟azzam (berketetapan hati) untuk 

bercerai, sesungguhnya Alloh maha mendengar lagi maha 

mengetahui” 

Selain asal ayat di atas, hakim pula tentu saja mengacu pada Kompilasi 

Hukum Islam, serta pula melihat kemampuan, kelayakan, dan kepatutan dari 
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suami. Hakim merujuk pada Al – Qur‟an Q.S. Al-Baqarah ayat 227, pada 

Peraturan Perundang-Undangan merujuk pada Pasal 39 ayat 2 Undang-

Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bersama dengan Pasal 19 

huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, bersama dengan Pasal 

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Hakim kemudian melihat kemampuan 

suami dari dua sudut pandang yakni kemampuan aktual dan potensial. Pada 

kasus ini, sang suami bekerja dan mendapatkan gaji setiap bulan untuk 

membayar dirinya. Dengan demikian, dia mungkin sehat secara fisik, tidak 

cacat, masih produktif, dan dapat bekerja. Selain dari dua faktor tersebut, 

hakim juga melihat dari mana penghasilan suami berasal, apakah itu sepertiga 

atau setengah dari gaji. Namun, jika sepertiga dari gaji permanen diambil, 

hakim harus mempertimbangkan potensi pekerjaan suami dan kebutuhan istri. 

Penulis percaya bahwa alasan hakim akhirnya memutuskan untuk 

menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah adalah karena 

tergugat rekonvensi yang bekerja sebagai karyawan BUMN di salah satu 

perusahaan Kereta Api Persero, memiliki kemampuan untuk membayar 

nafkah idda>h, mut'ah, mad}iyah. Dalam jumlah yang telah diputuskan 

sebelumnya. Karena fakta bahwa tergugat rekonvensi saat ini adalah karyawan 

BUMN Kereta Api Persero, yang menunjukkan kompetensi aktualnya. Oleh 

karena itu, Tergugat dianggap sebagai orang yang bekerja dan menghasilkan 

uang. Selanjutnya, berdasarkan kompetensi potensialnya, tergugat rekonvensi 

masih sehat dan tidak terbukti mengalami cacat fisik yang permanen. Oleh 

karena itu, tergugat dianggap memiliki kapasitas untuk bekerja dan 
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menghasilkan uang karena masih dalam kondisi kesehatan yang baik. Jika 

tergugat menerima gaji atau upah yang lebih besar dari Upah Minimum 

Regional (UMR), maka dapat disimpulkan bahwa tergugat benar-benar 

memiliki kemampuan secara aktual dan potensial. Dengan demikian, sesuai 

dengan keadaan, Tergugat diyakini dapat memenuhi serta melaksanakan 

pembayaran nafkah idda>h, mut’ah, mad}iyah yang sudah dibebankan Hakim 

kepadanya. 

C. Metode Dan Landasan Yang Digunakan Oleh Hakim Dalam Menentukan 

Besaran Biaya Nafkah Mut’ah, Idda>h, Mad}iyah Suami Terhadap Istri 

Yang Dicerai 

Sebelum membuat keputusan, majelis hakim harus mempelajari 

keterangan dan peristiwa dari para pihak yang berperkara serta bukti yang 

diajukan oleh para pihak dalam persidangan dengan melihat serta menilai 

suatu kejadian pada peristiwa serta keterangan tersebut, sehingga nantinya 

dapat ditemukan keterangan yang konkrit. Setelah mendapatkan bukti yang 

objektif, Majelis Hakim berusaha menemukan hukumnya secara tepat dan 

seksama tentang peristiwa yang terjadi itu. Jika dasar hukum yang 

dikemukakan oleh pihak-pihak yang berperkara tidak cukup, Majelis Hakim 

dapat menambah atau melengkapi dasar hukum tersebut sepanjang tidak 

merugikan pihak-pihak yang berperkara.
123

 

Istri dapat mengajukan gugatan rekonvensi untuk meminta jumlah 

                                                             
123 Henry Arianto, “Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia”, Jurnal 

Lex Jurnalica, Vol. 9 No. 3, Desember 2012, hlm. 4. 



72 

 

 

nafkah idda>h, mut’ah, mad}iyah karena istri menuntut. Hakim akan langsung 

bertanya kepada tergugat sebagai suami apakah dia akan bersedia memenuhi 

tuntutan nafkah istri. Hakim dapat memutuskan sesuai kesepakatan  jika suami 

menyanggupinya atau kedua pihak setuju dengan keputusan itu. Tetapi bila 

ternyata suami tak bisa atau tidak menyanggupinya, hakim akan 

mempertimbangkan banyak hal saat memutuskannya. 

Hakim menyatakan jika pasangan tersebut telah tamkin tepat atau telah 

berhubungan badan seperti halnya suami istri, maka berdasarkan hukum telah 

menyebabkan hak bagi istri buat dinafkahi suaminya, atau kebalikannya 

menyebabkan kewajiban bagi suami menafkahi istrinya. Tetapi,  kewajiban 

suami untuk menafkahi istrinya dapat dicabut apabila istri terbukti nusyuz, 

bahkan jika sudah terdapat tamkin. Hakim merujuk di ketentuan Pasal 80 ayat 

(7) Kompilasi Hukum Islam, yang menjelaskan bahwa “Kewajiban suami 

gugur jika istri nusyuz”. 

Dalam menentukan sebuah perkara dimuka persidangan hakim 

menggunakan beberapa asas metode yang dipakai yakni seperti asas kepatutan, 

asas kelayakan dan yang selanjutnya ada asas kemampuan.  

1. Asas kepatutan dan kelayakan  

Bila penggugat telah menentukan jumlah nafkah yang disanggupinya, 

kemudian hakim menilai apakah nafkah tersebut patut serta layak atau tidak 

dengan mepertimbangkan gaji yang diterima suami dari pekerjaannya. Dapat 

dikatakan patut serta layak jika gaji tersebut dapat menyeimbangkan tuntutan 
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dari istri, dan istri menganggap jumlah tersebut sudah patut dan layak.
124

  

Dalam putusan ini suami atau pihak Tergugat bersedia memberikan nafkah 

idda>h sebesar Rp.1.000.000,- perbulan. Namun hakim menolak nominal 

tersebut, karena hakim menilai nominal tersebut tidak mencerminkan kepatutan 

dan kelayakan. Menurut penulis, alasan hakim sudah tepat, karena nominal 

yang disanggupi suami terbilang kecil, sedangkan dalam menentukan nominal 

nafkah harus mencerminkan kepatutan dan kelayakan untuk istri. Jadi belum 

layak dan belum mencukupi kebutuhan istri apabila suami hanya memberikan 

Rp. 1.000.000,- untuk istrinya tersebut. 

Karena dalam putusan majelis hakim tidak disebutkan secara rinci dan 

tepat pengeluaran istri tiap harinya, sehingga penulis menggunakan 

perhitungan perbulan dari data rata-rata pengeluaran per kapita penduduk di 

Purwokerto pada tahun 2022 dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar Rp. 

1.029.591 per bulan.)
125

 Data tersebut sudah termasuk golongan makanan dan 

non makanan. Jadi, nafkah idda>h disini dapat dihitung menggunakan rumus 

jurimetri yakni dengan perhitungan sebagai berikut: Rp. 1.029.591 x 3 bulan = 

Rp. 3.088.773. Artinya, nafkah idda>h yang layak adalah sebesar Rp 3.088.773,- 

selama 3 bulan sesuai dengan masa idda>h istri. 

Anggapan penulis, kepatutan serta kelayakan juga bisa saja menjadi 

perhatian dalam menimbangkan kadar nominal nafkah. Kepatutan dan 

kelayakan sendiri adalah apabila penggugat telah menyanggupi jumlah 
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besarnya nafkah yang harus diberikan pada istri, bisa dikatakan patut dan layak 

apabila tidak terlalu kecil dari tuntutan istri serta kerelaan dari istri dengan 

jumlah yang diberikan. 

2. Asas kemampuan suami.  

Asas kemampuan suami ini juga bisa dilihat dari gaji suami setiap 

bulannya. Dari situ, nantinya hakim dapat beranggapan bahwa nafkah yang 

dituntut istri itu layak atau tidak dengan batas kemampuan suami. Sehingga 

nantinya akan dapat dilihat apakah nominal yang diminta itu terlalu sedikit atau 

terlalu besar sampai memberatkan diluar batas kemampuan suami.
126

 

Dalam putusan ini terdapat gugatan istri yang ditolak oleh pihak 

suami atau Tergugat yakni seperti gugatan istri yang menuntut suami untuk 

diberikan mut'ah sejumlah Rp.20.000.000,- Namun dalam hal ini suami 

menolak untuk memenuhi tuntutan istri. Alasan suami menolak memberikan 

mut'ah karena nominal mut'ah yang diminta istri tidak sesuai dengan 

kemampuan dari pihak suami. Atas dasar ketidaksepakatan antara suami istri 

maka hakim berhak menentukan besaran mut'ah ketika tidak ada kesepakatan 

antara keduanya. Oleh karena itu hakim disini merumuskan penentuan nafkah 

bagi istri yakni menggunakan rumus jurimetri sebagai berikut:  

m x % x p x l 

= 28,57% x 5.000.000 x 7 

= Rp. 9.999.500 sehingga digenapkan menjadi Rp. 10.000.000 

Majelis Hakim pada putusan ini juga menetapkan nafkah lampau 
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yakni dengan alasan karena tidak ada indikasi nusyuz pada pihak istri, maka 

sudah sepatutnya suami dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah lampau 

yang merupakan nafkah wajibnya yang telah terlalaikan selama kurang lebih 8 

bulan sebesar Rp. 8.000.000, penetapan tersebut didasarkan atas asas 

kelayakan dan kepatutan, serta dengan memperhatikan kemampuan ekonomi 

suami dan kebutuhan dasar hidup istri. Dengan kata lain bahwa penentuan 

nafkah lampau disesuaikan dengan kemampuan suami, hal tersebut sesuai 

dengan petunjuk dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 

Tahun 2018. Dan begitupun halnya dengan nafkah idda>h pertimbangan hakim 

didasarkan pada asas kepatutan dan kemampuan suami sehingga ditetapkan 

nafkah idda>h sebesar Rp. 7.500.000. Sedangkan penetapan nafkah mut‟ah, 

Majelis Hakim berpendapat secara ex officio memandang layak dan untuk 

memenuhi rasa keadilan atau dengan kata lain telah dipandang ma‟ruf bagi 

kedua belah pihak, suami diwajibkan memberikan mut‟ah kepada istri yakni 

sebesar Rp. 10.000.000. 

Dalam hal tersebut penulis sendiri beranggapan bahwa kemampuan 

suami juga bisa dijadikan sebagai pertimbangan. Jadi, walaupun penggugat 

meminta besaran angka nafkah yang nantinya di tanggungkan kepada pihak 

tergugat, akan tetapi hakim juga perlu melihat sisi kemampuan suami dari 

seberapa besar jumlah yang disanggupinya. Sebab, jika langsung memberikan 

keharusan suami untuk memberikanya menggunakan dasar angka yang dituntut 

istri maka hal tadi akan merugikan suami, seperti kebalikannya jika 

kesanggupan suami terlalu kecil dari tuntutan istri akibatnya hal tersebut 
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nantinya akan merugikan pihak penggugat sebagai istri. 

Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap salah satu 

hakim di Pengadilan Agama Purwokerto, bahwasannya selain metode yang 

dipakai oleh hakim diatas, hakim dalam melakukan penentuan nafkah di muka 

persidangan juga melihat dari beberapa pertimbangan dan juga bukti yang 

terdapat pada saat persidangan berlangsung, yakni sebagai berikut: 

a. Adanya indikasi nusyuz atau tidak 

Berdasarkan tanggapan hakim, apabila istri tidak taat pada suami atau 

nusyuz maka terkait nafkah oleh suami itu terhalang. Dengan melihat apa yang 

didalilkan pemohon dan keterangan pada persidangan disitu akan terlihat 

apakah istri itu nusyuz atau tidak.
127

 

Dari tanggapan penulis, nusyuz istri pula bisa dijadikan pertimbangan 

karena berkaitan atas hak atas nafkah pasca perceraian. Melihat keterangan 

yang terungkap dalam persidangan, terbukti bahwasanya istri tidak 

dikategorikan istri yang nusyuz. Hal tadi menjadi pertimbangan hakim pada 

penentuan jumlah nafkah, sebab bila istri nusyuz maka berkaitan dengan 

nafkah pasca perceraian ini akan langsung terpengaruh atau bahkan terhalang 

buat memperolehnya. 

b. Penghasilan suami 

Menurut hakim untuk menentukan besaran nafkah yang diberikan 

suami terhadap istri yakni adalah dilihat dari faktor pekerjaan suami, yang 

nantinya bisa diketahui langsung tentang berapa penghasilannya setiap bulan 
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dan dikaitkan menggunakan jumlah pengeluaran nafkah selama dalam 

perkawinan sehingga sebagai tolak ukur untuk memilih jumlah nafkah pasca 

perceraian yang sewajarnya diberikan Pemohon.
128

 

Berdasarkan anggapan dari penulis, dengan melihat penghasilan suami 

selama bekerja, hakim bisa memperkirakan berapa besar penghasilan suami 

setiap bulannya, yang nantinya akan dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan hakim saat memperhitungkan berapa jumlah yang seharusnya 

diberikan suami pada mantan istrinya. Diketahui bahwa suami adalah 

Karyawan BUMN Kereta Api Persero dengan penghasilan bersih Rp. 

5.023.477,- (lima juta dua puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) 

Dilihat dari penghasilan suami tadi, maka hakim bisa memperkirakan dalam 

penentuan jumlah nafkah idda>h, mut’ah, mad}iyah sesuai dengan asas 

kelayakan serta kepatutan dari hakim itu sendiri. 

c. Lamanya pernikahan 

Waktu lamanya perkawinan dan sudah melakukan hubungan badan 

(ba'da dukhul) juga nantinya dapat menjadi pertimbangan hakim untuk 

menentukan kadar jumlah nafkahnya. Hakim menganggap bahwa untuk 

menentukan besarnya mut'ah dihitung sejak berapa lamanya usia pernikahan, 

karena menurut hakim, mut'ah adalah sarana untuk menghibur istri karena 

suaminya telah menceraikannya karena dia percaya bahwa selama pernikahan 

mereka telah menjalani kehidupan bersama. Semakin lama perkawinan maka 

semakin besar pula angka mut‟ahnya, dengan syarat istri tidak nusyuz dan juga 
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memperhatikan kemampuan suami.
129

 

Penulis berpendapat bahwa pertimbangan tersebut dimaksudkan untuk 

mengingatkan dan menyadarkan suami bahwa selama menikah serta hidup 

bersama, istri melayani suami, mengurus kebutuhannya, mengurus anak, dan 

sebagainya. Perkawinan antara penggugat dan tergugat itu bisa dikatakan 

relatif lama, perkawinan berlangsung kurang lebih 20 (dua puluh) tahun dan 

sudah pula mempunyai 3 (tiga) orang anak. 

d. Adanya gugatan istri (gugatan rekonvensi) 

Terkait dengan permohonan istri, sebelum menerima permohonan 

hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu permohonan istri tersebut dan 

melihat apakah nominalnya terlalu tinggi atau tidak.
130

 Dalam dupliknya istri 

menuntut mengenai jumlah nafkah idda>h sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta 

lima ratus ribu rupiah), nafkah mut‟ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta 

rupiah), nafkah mad}iyah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
131

 

Menurut penulis, hakim dapat mempertimbangkan apakah jumlah yang 

diinginkan atau diminta istri terlalu tinggi atau malah terlalu rendah 

dibandingkan dengan penghasilan suami. Jika istri meminta terlalu banyak 

maka akan berdampak pada suami, dia akan keberatan dan mungkin tidak 

setuju. 

e. Ketaatan istri selama perkawinan 

Jika seorang wanita dalam perkawinan tidak menaati suaminya, maka ia 

                                                             
129

 Drs Fuad Amin, Hakim Pengadilan Agama Purwokerto, Wawancara 25 Januari 2024 
130

 Drs Fuad Amin, Hakim Pengadilan Agama Purwokerto, Wawancara 25 Januari 2024 
131

 Salinan Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt, hlm.7 



79 

 

 

dapat dianggap istri nusyuz. Seorang wanita dapat dianggap nusyuz atau 

durhaka kepada suaminya jika menunjukkan tanda-tanda nusyuz. Dalam 

permohonannya, penggugat menandakan istri tergugat tidak taat, patuh, dan 

taat kepada penggugat. Sementara itu, dalam jawabannya penggugat 

membantah dan dalam keterangannya di persidangan juga terungkap bahwa 

dirinya tidak tergolong istri nusyuz.
132

 

Menurut penulis nusyuz, istri bisa dipertimbangkan karena dikaitkan 

dengan hak atas tunjangan setelah perceraian. Berdasarkan fakta yang 

terungkap dalam persidangan, istri tersebut tidak tergolong istri nusyuz.  Hal 

ini menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan besarnya tunjangan 

idda>h, mut'ah, mad}iyah karena jika istri nusyuz maka besarnya tunjangan 

yang menjadi haknya akan langsung ditentukan oleh hakim atau bahkan 

terhalang untuk memperolehnya. 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa 

terdapat faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan 

kadar nafkah pasca perceraian untuk istri yakni sebagai berikut: 

a. Berdasarkan kepatutan kelayakan serta kemampuan  

b. Melihat usia perkawinan. 

c. Melihat adanya indikasi nusyuz atau tidak dari pihak istri 

d. Lamanya usia pernikahan. 
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e. Melihat ketaatan istri pada saat menjalin rumah tangga.
133

 

Beberapa faktor tersebut merupakan faktor yang pada umumnya 

sudah menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan sebuah 

perkara dalam persidangan. Dalam Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt, 

jumlah nafkah pasca perceraian antara tuntutan Termohon dengan 

kesanggupan Pemohon tidak sama, maka dari itu sudah menjadi kewajiban 

hakim untuk menentukan jumlah besaran nafkah yang patut di berikan oleh 

pemohon kepada termohon berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim. 

Hakim menjelaskan bahwa, dalam hal suami istri mempunyai 

hubungan intim sebagaimana layaknya suami istri, maka undang-undang 

menentukan bahwa suami berhak menafkahi istrinya atau mempunyai 

kewajiban menafkahinya. Namun jika istri terbukti nusyuz, maka kewajiban 

suami untuk menafkahi istri bisa batal, meski dalam kasus tamkin. Hakim 

merujuk di ketentuan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi hukum Islam, yg 

mengungkapkan bahwa “Kewajiban suami gugur bila istri nusyuz”. 
134

 

Berkenaan dengan pernyataan yang disampaikan hakim, dapat 

disimpulkan bahwa gugatan nafkah yang besarannya terlalu besar dan tidak 

sesuai dengan keadaan Tergugat maka nantinya akan disesuaikan dengan 

keadaan ataupun kondisi kesanggupan Tergugat. Hal tadi sejalan 

menggunakan tata cara pada hukum pada Kompilasi hukum Islam Pasal 80 

ayat (4) huruf a dan b. 
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Dalam hal ini bisa dikatakan jika nafkah idda>h, mad}iyah  

menggunakan metode asas kelayakan, dimana nafkah tersebut diberikan 

kepada istri sesuai dengan kemampuan yang dapat diberikan oleh mantan 

suami setelah menceraikannya, asas kelayakan ini bisa diambil dari 

penghasilan (UMR) ataupun upah minimum dalam suatu daerah.” Begitupun 

juga dengan nafkah mut‟ah, nafkah mut‟ah dihitung dari berapa lamanya 

pernikahan, apabila masih kategori belum satu tahun pernikahan tetapi sudah 

cerai maka tidak akan ada tuntutan nafkah mut‟ah pada perceraian tersebut. 

Terkadang terdapat faktor yang menjadi sebab mantan suami enggan 

dalam memberikan nafkah idda>h, maksan, dan kiswah, entah itu sebab faktor 

ekonomi, faktor nusyuz, serta sebab faktor tanggung jawab. Sedangkan nafkah 

idda>h sendiri sebenarnya wajib  diberikan pada mantan istri, akan tetapi 

mantan suami sering menganggap hal tersebut tidak penting sebagai akibatnya 

suami jadi mudah melalaikannya, padahal asal sisi istri nafkah masa idda>h itu 

sangat penting buat kehidupan barunya tanpa suami pada saat waktu yang 

ditentukan, seperti apabila istri idda>h disebabkan karna cerai maka waktu 

idda>h nya sendiri itu selama 3 kali masa suci, apabila istri tersebut diceraikan 

pada saat hamil maka idda>h nya sampai melahirkan, dan apabila ditinggal mati 

maka idda>h nya selama 130 hari. 

Dalam beberapa perkara perceraian, tak jarang kali pihak istri kurang 

memahami bahwasanya hak-haknya mampu dituntut, seperti halnya nafkah 

mad}iyah, istri berhak buat menuntutnya. Namun, kebanyakan orang 

menganggap apa yang terjadi sudah tidak penting lagi dan membiarkannya 
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begitu saja. Jika suami tidak membayar tunjangan selama perkawinan dan istri 

tidak melakukan kesalahan apa pun, maka istri berhak mengajukan 

permohonan ke pengadilan untuk memaksa suami membayar nafkah. Selain 

itu, jika istri tidak mau membawa perkaranya ke pengadilan, ia dapat meminta 

hak tersebut berdasarkan kesepakatan keluarga. 

Dalam Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt ini, istri menuntut 

nafkah mad}iyah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terhitung dari bulan 

November tahun 2020. Sedangkan Majelis Hakim menetapkan nafkah 

mad}iyah tersebut sesuai dengan berapa lama antara Pemohon dan Termohon 

pisah ranjang yakni selama 8 bulan. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim 

memberikan besaran mad}iyah yang harus di keluarkan oleh Pemohon sebagai 

suami adalah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
135

 

Kompilasi Hukum Islam pasal 149 menyatakan bahwa bila putusnya 

perkawinan disebabkan talak maka berakibat mantan suami wajib memberikan 

Mut‟ah yang cukup terhadap mantan istrinya, baik dalam bentuk uang atau 

benda, kecuali mantan istri tersebut qobla dukhul.  Namun bagian selanjutnya 

yaitu bagian Pasal 158 KHI, selain syarat qobla al dukhul syarat mut‟ah wajib 

diberikan sang mantan suami apabila belum ditetapkan mahar bagi istri tadi 

dan perceraian itu atas kehendak suami atau cerai talak.  berkaitan besarnya 

nilai mut‟ah ini tidak dipengaruhi secara mutlak, akan tetapi disesuaikan 

dengan gaji Tergugat x 12 bulan. Dengan makna bahwa mut‟ah itu wajib 

disepadankan menggunakan syarat ekonomi dan pekerjaan suami serta 
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disesuaikan menggunakan jangka waktu berapa lamanya usia pernikahan 

tersebut, dengan artian angka nominal mut‟ah itu dilihat dari berapa lamanya 

pernikahan dan apabila belum satu tahun pernikahan tetapi sudah bercerai 

maka tidak ada mut‟ah. 
136

 

Selain nafkah ataupun hak istri pasca perceraian, ada juga nafkah yang 

harus dipenuhi oleh suami sebagai ayah yakni seperti nafkah had}hanah, 

hukum nafkah ini ialah harus bagi ayah terhadap anak-anak serta suami 

terhadap istri. Allah SWT tidak menentukan jumlahnya akan tetapi buat 

pemberiannya mengacu pada petunjuk yang bijaksana yakni berdasarkan 

kemampuan dan keadaan individu. Kewajiban untuk menyediakan nafkah 

kepada anak ialah wajib hingga anak tadi baligh dan memiliki penghasilan, 

atau hingga anak tadi dewasa dan mampu membimbing dirinya sendiri. Jika 

kewajiban tersebut tidak dilakukan secara benar, akibatnya pihak yang harus 

di beri nafkahi akan jadi terlantar. 

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

pasal 41 huruf c menyatakan bahwa: “Pengadilan dapat mewajibkan kepada 

bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan 

sesuatu kewajiban bagi bekas istri” dalam kaitannya dengan pemberian nafkah 

setelah perceraian. 
137

 Selanjutnya, pasal 80 ayat 4 huruf a menyatakan bahwa 

suami memberikan nafkah menurut penghasilannya, dan bahwa nafkah itu 

tetap menjadi kewajiban suami terhadap istri dan anak-anaknya, meskipun 

                                                             
136 Drs Fuad Amin, Hakim Pengadilan Agama Purwokerto, Wawancara 25 Januari 2024 
137 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 41 huruf c 
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suami memberikan nafkah berdasarkan kemampuannya. Sebaliknya, pasal 80 

ayat 6 menyatakan bahwa sebagai istri, ia dapat membebaskan suaminya dari 

tanggung jawab untuk biaya hidup, perumahan, dan biaya rumah tangga 

lainnya seperti biaya pengobatan atau perawatan istri dan anaknya, tetapi 

meskipun istri tidak menggunakan hak tersebut, suami tetap harus 

memberikan nafkah kepada istrinya.
138

 

Di dalam Putusan ini penggugat menuntut hak rekonvensinya nafkah 

idda>h yang tadinya sebesar Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) 

menjadi Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), nafkah mut‟ah 

yang tadinya istri meminta sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) 

menjadi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan nafkah terhutang atau 

nafkah mad}iyah istri yang tadinya menuntut Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) 

terhitung sejak bulan November tahun 2020 setelah dipertimbangkan ulang 

menjadi nominal Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah). Hal tadi dikarenakan 

hakim beranggapan bahwasanya nafkah penggugat ditujukan dalam batas 

kewajaran serta telah melebihi batas kemampuan tergugat rekonvensi. Dengan 

menggunakan segala dasar-dasar hukum, informasi aktual tentang persidangan 

serta pertimbangan yang dipergunakan hakim, maka jumlah nafkah tersebut 

dianggap tidak dalam batas ketidakmampuan suami serta sinkron dengan 

kemampuan tergugat.
139

 

Dengan demikian, tidak ada faktor yang menghalangi pemberian 
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 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 ayat 6 
139 Salinan Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt, hlm 24-30 
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nafkah idda>h, mut'ah, dan mad}iyah di Pengadilan Agama Purwokerto. Namun, 

seperti yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat (7), ada 

faktor yang menghalangi pemberian nafkah tersebut apabila istri dalam 

keadaan nusyuz. Namun, dalam beberapa kasus, hakim kesulitan menentukan 

jumlah nafkah yang akan diberikan kepada istri setelah perceraian, yaitu 

ketika suami tidak memiliki sumber pendapatan yang stabil.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian dan pembahasan di atas. Penulis dapat 

mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara Nomor 

2514/Pdt.G.2022/PA.Pwt disini, hakim merujuk dalam Al – Qur‟an Q.S. Al-

Baqarah ayat 227, Peraturan Perundang-Undangan yang merujuk pada 

Undang-Undang Pasal 24 Ayat (2) UUD NRI 1945 yang menegaskan 

bahwa kehakiman memiliki otoritas bebas untuk menjalankan peradilan 

guna untuk menegakan hukum yang ada, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo, dan Pasal 19 huruf (f) 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi 

Hukum Islam. Hakim disini dalam mempertimbangkan putusan juga 

mengacu pada Sema No 7 Tahun 2012 yang disempurnakan dengan adanya 

Sema No 7 Tahun 2018 dan juga pendapat para ulama yang relevan dengan 

permasalahan yang ada. Lalu dilihat juga tentang aspek kekuasaan suami, 

hakim menentukannya berdasarkan dua aspek seperti aspek aktual dan 

potensial. Menurut faktanya dalam hal ini, suami tersebut memiliki 

pekerjaan serta  mendapatkan uang keuntungan setiap bulannya untuk 

menghidupi dirinya sendiri. Lalu dalam hal potensial, suami memiliki 

kondisi fisik yang sehat, tidak agresif , cukup produktif dan  mampu bekerja 

guna mendapatkan uang. Selain kedua aspek tersebut, hakim dalam 
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persidangan juga melihat bukti yang dicantumkan, seperti halnya bukti slip 

gaji atau jumlah penghasilan suami setiap bulannya yang nantinya dapat 

dijadikan pertimbangan dalam hal memberikan nafkah terhadap istri pasca 

perceraian. 

2. Metode yang digunakan Majelis hakim dalam menentukan jumlah nafkah 

idda>h, mut’ah, mad}iyah disini juga melihat dari berbagai sisi, yakni sisi 

kesanggupan suami dan juga kerelaan istri dalam menerima nominal nafkah 

nantinya. Metode yang digunakan hakim disini mengacu pada 3 asas yakni 

asas kemampuan, asas kelayakan, dan yang terakhir asas kepatutan dari 

suami. Ditambah juga dengan dilihat adanya indikasi nusyuz atau tidak dari 

pihak istri, melihat dari berapa lamanya pernikahan sehingga nantinya dapat 

menjadi landasan hakim dalam menentukan jumlah nominal nafkah dan 

yang terakhir melihat juga faktor atas gugatan istri (rekonvensi).  

B. Saran 

Berdasarkan permasalahan dalam penulisan skripsi ini, perkenankan 

saya memberikan saran-saran diantaranya sebagai berikut: 

1. Perceraian atas kehendak suami maupun istri berkenaan dengan pemberian 

nafkah idda>h dan mut‟ah harus tetap diberikan dan menjadi akibat dari 

hubungannya dengan istri pasca perceraian. Mengenai jumlah nafkah idda>h, 

mut’ah, mad}iyah perlu mempertimbangkan kekuatan keluarga dan harus 

melalu terlebih dahulu proses negosiasi. Mengenai jumlah pemberian 

nafkah idda>h dan mut‟ah harus menitikberatkan kepada kemampuan suami 

dan harus lebih menyeimbangkan dalam gugatan rekonvensi (jika istri 
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menggugat). 

2. Pengadilan Agama Pengadilan Agama ialah forum utama yang jadi kawasan 

putusnya suatu perkawinan. Diharapkan agar bisa menjaga serta 

menjalankan tugasnya secara baik serta bisa mengantisipasi adanya 

penyalahgunaan kewajiban serta hak-hak dalam perceraian. Sebagai 

akibatnya, istri dan anak bisa terlindungi secara baik, serta diperlukan 

supaya lebih memperhatikan aturan formil juga materil dalam penerimaan 

perkara hingga sampai jatuhnya putusan hakim terhadap masalah kasus 

yang diputuskan. 
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Lampiran 1 

Surat Keterangan Observasi 

 
 

 



 
 

 

Lampiran 2 

Hasil Wawancara Di Pengadilan Agama Purwokerto 

HASIL WAWANCARA 

SKRIPSI DENGAN JUDUL 

PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM MENENTUKAN 

BESARAN BIAYA NAFKAH MUT’AH, IDDAH, MADIYAH SUAMI 

TERHADAP ISTRI YANG DI CERAI(Studi Putusan Nomor 

2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt) 

Hasil wawancara dengan bapak Drs. Fuad Amin selaku hakim di Pengadilan 

Agama Purwokerto pada hari kamis, 25 februari 2024 

1. Dalam persidangan kan mesti akan ada berbagai tuntutan nafkah yang di 

minta oleh pihak istri, entah itu nafkah mut‟ah, iddah, madiyah dan juga 

nafkah anak, nah apabila sudah menuntut seperti itu dan ternyata istri 

tersebut nusyuz itu bagaimana yah pak? 

Jawab : Sebenarnya kalau nafkah itu di pengadilan harus dituntut dan 

harus dibuktikan apakah istrinya itu nusyuz (kedurhakaan istri) atau tidak 

kepada suami. Kalau istri nusyuz maka gugur hak nya untuk menuntut 

nafkah. Biasanya kalau perkara cerai bisa saja nafkah madiyah tidak 

dituntut kalau memang memungkinkan karna kelalaian istri. Dimana 

suami melaksanakan kewajibannya tetapi istri tidak. Itu bisa saja secara 

ex officio (jabatan) majelis yang menangani perkara itu menetapkan 

bahwa dia berhak nafkah lalai/ madiyah segini. Adapun mengenai 

jumlahnya biasanya diarahkan ke kemampuannya suami. Kemampuan 

suami itu ada dua, yaitu kemampuan aktual dan kemampuan potensial. 

Kemampuan aktual dalam hal ini yaitu keadaan Tergugat menurut 

keadaannya secara nyata memliki pekerjaan sebagai karyawan dan dinilai 

secara aktual sebagai seseorang yang mempunyai pekerjaan dan 

penghasilan. Sedangkan Potensial itu misalnya, dia itu tidak kerja tapi 

umurnya masih sekitar 20 atau 30an. Artinya dari segi pertimbangan 

bahwa dia itu masih usia produktif dan biasanya itu di samakan dengan 

umur-umur produktif. Di mana dia masih memiliki peluang besar untuk 



 
 

 

bekerja, untuk membangun usaha, agar menghasilkan. Atau biasanya 

disamakan dengan melihat Upah Minimum Regional (UMR). Misalnya 

Tergugat bekerja di Purwokerto, secara Upah Minimum Regional (UMR) 

di Purwokerto berapa, kemudian nanti baru kita putuskan dan bebankan 

nafkah tersebut besarannya sesuai dengan besar Upah Minimum Provinsi 

(UMR) Purwokerto. 

2. Metode apa saja yang biasa dipakai oleh hakim untuk 

mempertimbangkan pertikaian nafkah dalam gugatan rekonvensi 

sehingga nantinya dapat dijadikan sebagai putusan yang mufakat? 

Jawab : Dalam mempertimbangkan sebuah permasalahan nafkah di 

muka persidangan, hakim memiliki beberapa metode ataupun acuan yang 

dipakai untuk melakukan pertimbangan yakni seperti asas kepatutan, asas 

kelayakan dan yang terakhir asas kemampuan suami, ditambah dengan 

bagaimana istri tersebut taat pada saat masih dalam hubungan 

pernikahan. adapun asas yang paling sering dipakai oleh kami para hakim 

dalam mempertimbangkan perkara nafkah adalah asas kelayakan dan 

asas kemampuan. Metode tersebut juga diperkuat dengan adanya Sema 

No 7 Tahun 2012 yang disempurnakan juga dengan Sema No 3 Tahun 

2018 dimana di dalamnya hakim diperintahkan untuk menentukan 

kemampuan suami dalam memberikan nafkah setelah perceraian dengan 

cara memeriksa dengan detail baik itu dari segi pekerjaanya apa, 

penghasilannya berapa, pekerjaanya tetap atau tidak, itu mengacu pada 2 

metode seperti kelayakan dan kemampuan untuk nantinya dapat 

dijadikan sebagai metode untuk menentukan besaran iddah,mut‟ah atau 

nafkah yang lainnya jadi tidak disebutkan harus segini harus segini.  

Seumpama, ada kasus yang sama seorang pegawai negeri sipil katakanlah 

dengan golongan yang sama kemudian ada permintaan tapi kadang-

kadang dalam putusan ada yang berbeda, kenapa? Karna faktor 

pertimbangnnya ini ataupun dari segi kemampuan suami itu masih 

umum, dilihat dari segi kelayakan dan kemampuannya. Makanya kadang 

antara hakim satu dengan yang lain itu berbeda tapi ngga jauh. Kadang-

kadang yang ngga ada bukti itu baru ada perbedaan yang signifikan 

tergantung majelis hakimnya. Dalam hal ini bisa dikatakan jika nafkah 

mut‟ah itu dihitung dari berapa lamanya pernikahan, apabila masih 



 
 

 

kategori belum satu tahun pernikahan tetapi sudah cerai maka tidak akan 

ada tuntutan nafkah mut‟ah pada perceraian tersebut. Untuk wawasan 

saudara, ada pendapat ulama fiqih yang mengatakan bahwa untuk 

menentukan besaran mut‟ah adalah besar berapa ia memberikan nafkah 

istri dikalikan 12 bulan, itu ada pendapat ulama fiqih untu ancar-ancarnya 

kalo nafkahnya sebulan 1.500 untuk mut‟ah x 12, tapi ada ketetntuan 

yang lebih dan diyakini sudah ada hanya saja tidak dapat diterapkan 

karna ada perkawinan yang katakanlah baru setahun sudah cerai ada, nah 

itukan ngga  bisa diterapkan kaya gitu, makanya faktor kelamaan 

perkawinan bisa dijadikan pertimbangan juga untuk menentukan besar 

kecilnya nafkah mut‟ah disamping faktor kemampuan. Kalo perkawinan 

sudah lama tentunya hakim akan memberikan mut‟ah yang banyak, kalo 

perkawinannya baru sebentar kaya kemarin ada pernikahan baru terus 

cerai minta nafkah mut‟ah 50 juta ya kami hanya mengabulkan hanya 10 

juta, karna apa? Karna perkawinan baru 2 tahun. Pada intinya mut‟ah bisa 

bebas ditentukan asal tetap menggunakan faktor ketiga asas tersebut 

yakni asas kepatutan, asas asas kelayakan dan yang terakhir asas 

kemampuan suami. Sedangkan untuk nafkah Iddah sendiri itu 

menggunakan metode asas kelayakan dan kemampuan, asas kelayakan 

ini bisa diambil dari (UMR) ataupun upah minimum dalam suatu 

daerah.”  

3. Kalo semisal dalam persidangan itu terdapat pendapat yang berbeda 

antara ketiga majelis hakim satu dengan yang lainnya, itu cara 

pengambilan keputusannya bagaimana yah pak?  

Jawab : “Nah untuk musyawarah ada aturannya juga, pertama yang 

dimintai pendapat adalah hakim yang paling junior, yang istilah 

pekerjaannya masih sedikit atau belum lama, bagaimana pendapat 

saudara tentang berapa A kira-kira. Kemudian anggota satu yang lebih 

senior ditanya juga, kemudian dari dua pendapat ini hakim ketua bisa 

mengambil dari salah satunya, bisa mengambil tengah-tengahnya 

istilahnya bisa menentukan dia sendiri, akan tetapi keputusan itu nantinya 

kembali juga sesuai dengan keputusan majelis hakim. Informasi dari 

hakim satu dan hakim 2 disampaikan ketua majelis akan tetapi tidak 

memikat pada pendapat ketua majelis, tapi hakim anggota bisa 



 
 

 

Dissenting opinion bisa berbeda, istilahnya “saya mau berpendapat ini” 

silahkan, tapi yang ada dalam amar putusan adalah keputusan dari ketua 

majelis.  
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